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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai
berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
s : ث sy : ش k : ك
j : ج s : ص l : ل
h : ح d : ض m : م
kh : خ t : ط n : ن
d : د z : ظ h : ه
ż : ذ ‘ : ع w : و
r : ر g : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda (’).
2. Vokal dan Diftong
a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai
berikut:
Vokal Pendek Panjang
Fathah A Ā
Kasrah i Ī
Dammah U Ū
b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya bayn ( ﻦﯿﺑ ) dan qawl ( لﻮﻗ ).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang al- (alif lam ma’arifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan
huruf kapital (Al-). Contohnya:
Menurut pendapat al-Gazhaly
Al-Qur’an .........
vii
5. Ta’ marbutah ( ة ) ditransliterasi dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir
kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h.
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang digunakan:
1. swt. = Subh}a>nuhu> wa ta’a>la
2. saw. = Salla Alla>hu ‘alayhi wa sallam
3. M = Masehi
4. H = Hijrah
5. Q.S …/ : 4 = Quran. Surah …/ nomor surah : ayat
6. t.t = Tanpa Tempat Terbit
7. t.p = Tanpa Penerbit
8. t.th = Tanpa Tahun
9. dkk = Dan kawan-kawan
10. Perma = Peraturan Mahkamah Agung
11. Sema = Surat Edaran Mahkamah Agung
12. KHI = Kompilasi Hukum Islam
13. HIR = Herziene Indonesisch Reglement
14. RBg = Rechtsreglement Buitengewesten
15. BASYARNAS = Badan Arbitrase Syariah Nasional
16. UU = Undang-Undang
17. UUD = Undang-Undang Dasar
18. RI = Republik Indonesia
19. KKN = Kolusi, korupsi dan nepotisme
20. APS = Alternatif Penyelesaian Sengketa
21. ADR = Alternative Dispute Resolution
22. BP4 = Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan.
23. KUHP = Kitab undang-undang hukum perdata
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ABSTRAK
Nama :Fitriyani
Nim :80100208056
Konsentrasi :Syariah/Hukum Islam
Judul Tesis :Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
(Studi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar)
Tesis ini membahas tentang Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, dilatarbelakangi upaya peningkatan pelaksanaan
mediasi dilembaga pengadilan. Masalah yang diangkat dalam tesis ini meliputi
konsep dasar Perma, efektivitas pelaksanaan Perma, serta faktor penghambat dan
tantangan pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan (Studi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar). Untuk memaksimalkan penerapannya pihak Pengadilan Agama Kelas
1A Makassar terus berupaya secara optimal meminimalisir tantangan dan
hambatan yang dihadapinya.
Untuk mengkaji permasalahan dalam tesis ini, penulis menggunakan
pendekatan multi disipliner yaitu pendekatan teologi normatif, yuridis, sosiologis,
historis dan psikologis. Penelitian ini tergolong field research data yang
dikumpulkan dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan kuisioner.
Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara berkesinambungan, yaitu
mereduksi data, penyajian data (data display), dan verifikasi/penarikan
kesimpulan. Serta menggunakan teknik statistik deskriptif.
Setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh mengenai
efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan (Studi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar), peneliti menemukan bahwa perkara yang dapat diupayakan mediasi
adalah semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama baik
Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh mediator,
yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi disebabkan oleh hal-hal
yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga
ditimbulkan dari faktor dari luar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal),
adapun pada pelaksanaan mediasi cukup efektif sesuai dengan tujuan
dikeluarkannya Perma untuk memfungsikan asas sederhana cepat dan biaya
ringan dan untuk mengurangi penumpukan perkara, namun untuk mendamaikan
para pihak yang ingin bercerai belum berjalan begitu efektif.
Di samping itu, tesis ini juga memaparkan implikasi penelitian mengenai
Perma RI tersebut terhadap pemberdayaan lembaga mediasi di Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar, yang semestinya dimaksimalkan oleh mediator demi untuk
mewujudkan pengelolaan lembaga mediasi yang profesional dan akuntabel,
Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Kelas
Makassar sebagai lembaga tingkat banding mestinya terus berusaha
memfungsikan lembaga mediasi sesuai dengan peraturan yang ada.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Secara teori bahwa negara hukum tunduk kepada the rule of the law,
kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial
power) yang berperan: sebagai katup penekan (pressure valve) atas segala
pelaggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan masih
relevan sebagai the last resort atau tempat terakhir mencari kebenaran dan
keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi
dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and
justice).1
Namun dalam praktiknya di pengadilan seringkali ditemukan hal yang
mengganjal dalam sistem peradilan2 yang tidak efektif  dan efisien, penyelesaian
perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses yang lama, dapat diajukan hukum
yang berkepanjangan mulai dari banding,3 kasasi4 dan peninjauan kembali,5
1Lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 229.
2Peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan negara menegakkan
hukum dan keadilan. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009),
h. 505.
3Banding ialah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama
diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan
keputusan tingkat pertama.
4Kasasi merupakan pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan
peradilan dalam tingkat peradilan terakhir; suatu alat hukum yang wewenanganya hanya dimiliki oleh
Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan bawahan.
5Peninjauan Kembali (PK) merupakan putusan perdata yang telah memperoleh ketentuan
hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga
apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain; peninjauan kembali (PK)
2setelah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi hukum verzet.6 Selain
proses yang bertele-tele dan biaya mahal, penyelesaian sengketa melalui litigasi
juga menimbulkan penumpukan jumlah perkara di pengadilan.
Oleh karena itu, yang mendasari lahirnya Perma7 RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ialah  untuk menyikapi problematika
hukum yang dihadapi oleh masyarakat, Mahkamah Agung RI sebagai lembaga
tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi
yang terbaik demi tegaknya aturan hukum dan keadilan. Produk-produk hukum
baru berikut perangkat teknisnya diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan dimensi hukum. Tertunggaknya perkara dan ketidakpuasan para
pencari keadilan terhadap putusan pengadilan. Mahkamah Agung mencoba
mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi)8 dalam hal
ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi),9 yaitu dengan menggunakan
proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di
persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam
hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.
6Verzet merupakan perlawanan; upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar
hadirnya tergugat.
7Perma yang dimaksud dalam penulisan tesis ini merupakan Peraturan Makamah Agung RI
begitu pula dalam tulisan bab-bab berikutnya.
8Non litigasi yaitu mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan, kemudian perdamaian yang
terjadi dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.
9Litigasi yakni mediasi yang dilaksanakan ketika pokok sengketa dalam tahap pemeriksaan.
3bentuk mediasi atau lembaga mediasi10 yang bertujuan memfungsikan asas
sederhana cepat dan biaya ringan serta untuk mengurangi penumpukan perkara.
Model lembaga mediasi yang diterapkan di Indonesia sangat mirip dengan
mediasi yang diterapkan di Australia, yaitu sistem mediasi yang berkoneksitas
dengan pengadilan (mediation connected to the court) yang bertujuan untuk
mendamaikan para pihak yang berperkara. Pada umumnya yang bertindak sebagai
mediator adalah pejabat pengadilan, dengan demikian, compromise solution yang
diambil bersifat paksaan (compulsory) kepada kedua belah pihak. Namun agar
resolusinya memiliki potensi memaksa, harus lebih dulu diminta persetujuan para
pihak dan jika mereka setuju, resolusi mengikat dan tidak ada upaya apapun yang
dapat mengurangi daya kekuatannya.11
Hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 Herzien Indonesisch Reglement
(HIR)12 maupun Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)13, mendorong
para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan
cara mengintegrasikan proses ini.14
10Lihat Abd. Halim, “Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian,” www.badilag.net (Jumat
14 Januari 2010), h. 1.
11Lihat Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT
Aditya Bakti, 2003), h. 50-51.
12Undang-undang yang berlaku di Jawa dan Madura.
13Undang-undang yang berlaku diluar Jawa dan Madura.
14Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu saling menutupi
kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing. Proses peradilan
memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses
acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang
harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan
dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih
sederhana, murah dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak
memiliki ketetapan hukum yang kuat sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi
kesepakatan yang telah dicapai maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin
4Mediasi pada lembaga damai ini bermula dengan adanya UU RI No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU RI No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian UU RI No. 7 Tahun 1987
jo UU RI No. 3 Tahun 2006 jo UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Pengaadilan
Agama kemudian dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI
No. 01 Tahun 2002 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 130 HIR/154
RBg) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai.15 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dikeluarkan
menyikapi salah satu problema yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia
dalam hal tunggakan perkara di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dan rasa
ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan lembaga peradilan yang
dianggap tidak menyelesaikan masalah. SEMA ini merupakan langkah nyata
dalam mengoptimalkan upaya perdamaian sehingga pelaksanaannya tidak hanya
sekedar formalitas. Namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit
diatur dalam SEMA tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma RI
No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berisi tentang
ketentuan umum, tahapan, tempat dan biaya mediasi di pengadilan dan kemudian
terakhir disempurnakan dengan keluarnya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
mengambil tindakan hukum. Lihat Suyud Margono, Tinjauan Proses Penyelesaian Sengketa, ADR
(Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2000), h. 23-33.
15Mimbar Hukum No. 63, Edisi XV (Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 2004), h. 3-4.
5Prosedur Mediasi di Pengadilan.16 Dan sekarang ada juga Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS).17
Islam menyeru untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan
melalui pendekatan “is}la>h }18 (fa as}lih}u> bai>na ah}wa>ikum). Asas kewajiban hakim
untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan
dan tuntutan ajaran moral Islam.19
Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49 :10.
                            
Terjemahnya
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.20
16Lihat Abdul Halim, op. cit., h. 2.
17Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari badan Arbitrase
Muamalah Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud arbitrase Islam yang pertama kali
didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 05
Jumadil awal 1414 H atau bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M.  Badan Arbitrase di
Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris
Yodoparipurno, SH. Nomor  175 tanggal 21 Oktober 1993. Lihat http//www.mui.or.id/conten/sejarah-
basyarnas (diakses pada tanggal 19 November 2009).
18Kata Is}la>h} mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian dalam lapangan harta
benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan, juga perdamaian antar
sesama kaum Muslimin maupun kaum Muslimin dan non-Muslimin. Secara bahasa, kata Is}la>h} berarti
“merendam pertikaian”. Secara istilah, kata Is}la>h} “suatu akad (perjanjian) untuk mengahiri pertikaian
di antara dua orang yang bersengketa agar terjadi perdamaian di antara keduanya”. Masing-masing
pihak yang melakukan akad perdamaian itu, disebut mush}a>lih (orang-orang yang berdamai).
Menyelesaikan perkara secara damai adalah berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk
mengakhiri sengketa. Islam memuji perbuatan seperti itu, seperti yang ditegaskan dalam Surat an-
Nisa ayat 128 yang artinya: Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik. Lihat Said Agil Husain Al-
Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 60.
19Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadialn Agama, Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 177.
20Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro,
2006), h. 517.
6Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang
umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian
dikukuhkan ke dalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu
harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara
seksama dalam masyarakat. Pada konteks ini, tugas hakim yang paling berat
adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan
pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka
kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian.21
Yahya Harahap menulis tentang hal tersebut antara lain;
Karena itu layak sekali para hakim Pengadilan Agama menyadari dan
mengembangkan fungsi “mendamaikan” Sebab bagaimanapun adilnya suatu
putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil jika hal itu adalah hasil
perdamaian. Suatu “putusan” bagaimanapun adilnya harus ada pihak yang
“dikalahkan” dan “dimenangkan”. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama
dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang
dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah.
Sebaliknya, bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap
dan dirasakan adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian.
Hasil perdamaian yang tulus berdasar kesepakatan dan kesadaran bersama
dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi “menang” dan “kalah”.
Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah. Sehingga kedua belah
pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan. Tidak dibebani oleh
dendam kesumat yang berkepanjangan.22
Ditinjau dari sudut ajaran agama Islam, menciptakan perdamaian di antara
orang-orang yang bersengketa di dalam kehidupan kemasyarakatan adalah
pemenuhan terhadap perintah Allah Yang Maha Pengasih, dan dikategorikan
sebagai amal shaleh, dan untuk itu dijanjikan akan diberikan pahala di sisi-Nya.
21Lihat latul Arofah,”Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Sebuah
Tawaran Alternatif” Mimbar Hukum, No. 63, h. 43.
22Yahya Harahap, loc. cit.
7Oleh karena itu, bila terjadi sengketa antara dua belah pihak atau lebih,
dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan pilihan
terakhir. Pada Pasal 14 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 jo RI No. 35
Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 16 menyebutkan bahwa: “walaupun hakim harus memeriksa perkara
yang diajukan, namun tidak tertutup kemungkinan menyelesaikan perkara
perdata secara perdamaian.”23
UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, UU RI
No. 7 Tahun 1987 jo UU RI No. 3 Tahun 2006 jo UU RI No. 50 Tahun 2009
tentang Pengadilan Agama, SEMA RI No. 01 Tahun 2002 tentang Penerapan
Lembaga Damai, Perma RI No. 02 Tahun 2003 direvisi dengan Perma RI No. 01
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) dari beberapa peraturan perundang-undangan tesebut
semua terkait dengan upaya perdamaian.
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efesien.
Oleh sebab itu, pada dekade ini, berkembang berbagai cara perdamaian sengketa
(settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan Alternative  Dispute
Resolution (ADR), dalam berbagai bentuk, seperti: a. arbitrase b. mediasi
(mediation24) melalui sistim kompromi (compromise) di antara para pihak, sedang
23 Undang-Undang  RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal (16).
24Model-model Mediasi, dibagi beberapa model yang bertujuan untuk menemukan peran
mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalm upaya penyelesaian sengketa yaitu:
1) settlement mediation, dikenal sebagai mediasi kompromi yang tujuan utamanya adalah untuk
mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai; 2)
fasilitative mediation, yang disebut dengan mediasi yang berbasisi kepentingan, yang bertujuan untuk
menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan
kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku; 3) transformative mediation, dikenal
8pihak ketiga bertindak sebagai mediator yang hanya sebagai; a) penolong (helper),
dan b) fasilitator; c. konsiliasi (conciliation) melalaui konseliator (conciliator):
pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian
(conciliation); tetapi keputusan tetap ditangan para pihak. c. expert determination
menujuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan. Oleh karena itu,
keputusan yang diambilnya mengikat para pihak. d. mini trial, para pihak sepakat
menujuk seorang advisor yang akan bertindak; a) memberi opini kepada kedua
belah pihak b) opini diberikan advisor setelah mendengar permasalahan sengketa
dari kedua belah pihak, c) opini berisi kelemahan dan kelebihan masing-masing
pihak, serta memberi pendapat bangaimana cara penyelesaian yang harus
ditempuh para pihak.25
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah
Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Penyempuranaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam Perma RI
No. 02 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, ditemukan
beberapa masalah seperti mengambil waktu yang lama sehingga tidak efektif
penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma RI No. 01
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya mempercepat,
mempermurah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses
sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi; 4) evaluative mediation, dikenal sebagai mediasi normatif
yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa
dalam wilaya yang diantisipasi oleh pengadilan. Lihat Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif
Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: Pernada Media Group, 2009), h.
31-35.
25Lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, op. cit., h. 236.
9yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif
untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus
memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, di
samping proses pengadilan yang bersifat pememutus (adjudikatif).26
Kehadiran Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran
dalam suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan
dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.
Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila
hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim
tersebut batal demi hukum Pasal 2 ayat (3) Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan
putusannya wajib menyebutkan nama mediator untuk perkara yang
bersangkutan.27
Pasal 4 Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua
sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali yang
diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri,
keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan
atas putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara perdata yang dapat
26Syahrizal Abbas, op. cit., h. 330-331.
27Ibid.
10
dilakukan mediasi adalah perkara perdata umum dan perdata agama yang menjadi
kewenangan lingkup Pengadilan Umum dan lingkup Pengadilan Agama.28
Pada prinsipnya mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh
mediator29 yang berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator
yang sangat terbatas pada pengadilan tingkat pertama yang tidak semua tersedia
mediatornya, maka Perma ini mengizinkan hakim menjadi mediator. Hakim yang
menjadi mediator bukanlah hakim yang sedang menangani perkara yang akan
dimediasikan, tetapi hakim-hakim lainnya di pengadilan tersebut. Mediator
nonhakim dapat berpraktik di pengadilan, bila memiliki sertifikat mediator yang
diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diseleggarakan oleh lembaga yang
mendapat akreditasi Mahkamah Agung RI Pasal 5 ayat (1) Perma RI No. 01
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.30
Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan mengikat
hakim. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang
yang telah ditentukan yang dihadiri oleh para pihak. Mengingat pentingnya
mediasi dalam proses perkara, maka ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi
pelaksanaan mediasi. Hakim atau kuasa hukum wajib mendorong para pihak
untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Adanya kewajiban
28Ibid., h. 312.
29Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian. Pasal 1 ayat (6). Lihat juga Mediator sebagai penengah pihak
ketiga atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa, seorang atau lebih yang ditunjuk dan
diterima para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa yang tidak memiliki
kewenangan mengambil keputusan. Marwan & Jimmy, Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Reality
Publisher, 2009), h. 426-427.
30Syahrizal Abbas, loc. cit.
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menjalankan mediasi, membuat hakim dapat menunda proses persidangan
perkara, dalam menjalankan mediasi, para pihak bebas memilih mediator yang
disediakan oleh pengadilan atau mediator di luar pengadilan seperti advokat
(pengacara) dan ahli hukum. Untuk memudahkan memilih mediator, ketua
pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya lima
nama mediator yang disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman
para mediator. Ketua pengadilan mengevaluasi mediator dan memperbaharui
daftar mediator setiap tahun. Pasal 9 ayat (7) Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bila para pihak yang memilih mediator
hakim, maka baginya tidak dipungut biaya apa pun, sedangkan bila memilih
mediator non hakim gaji ditanggung bersama para pihak berdasarkan
kesepakatan.31
Disebutkan pada Pasal 11 Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan bahwa para pihak diwajibkan oleh hakim pada sidang
pertama untuk memilih mediator atau dua hari kerja sejak hari pertama sidang.
Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majelis hakim,
dan ketua majelis hakim memberitahukan mediator untuk melaksanakan tugasnya.
Bila dalam masa dua hari sejak sidang pertama, para pihak tidak dapat bersepakat
memilih mediator, maka  para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka
memilih mediator pada majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera menunjuk
hakim pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama
untuk menjalankan fungsi mediator.32
31Ibid.
32Ibid., h. 313.
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Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 hari sejak mediator dipilih
oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan
para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 hari sejak
berakhirnya masa 40 hari. Selama proses berlangsung, mediator berkewajiban
menyiapkan jadwal mediasi, mendorong para pihak secara langsung berperan
dalam proses mediasi, dan bila diaggap perlu dapat melakukan kaukus,33 dalam
proses mediasi, mediator dapat melibatkan ahli seorang atau lebih untuk
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu penyelesaian
perbedaan pendapat para pihak. Pelibatan ahli atas dasar persetujuan para pihak
dan biaya untuk jasa ahli juga ditanggung oleh para pihak berdasarkan
kesepakatan mereka.34
Studi efektivitas mediasi dalam sistem peradilan (court annexed
mediation/court annexed dispute resolution) di Indonesia sejak berlakunya
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di
Pengadilan, tertanggal 31 Juli 2008 (selanjutnya disebut Perma), dalam tataran
teoretis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama
untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif. Pada awal pemberlakuannya,
muncul dua aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah
berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat
pertama kecuali perkara-perkara tertentu yang tersebut dalam Pasal 4 Perma RI
33Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak
lainnya Pasal 1 ayat 4 Perma 01 Tahun 2008. Lihat Dewi, Hakim Mediator PN. Jakarta Barat
“Implementasi Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.
www.badilag.net (Senin 01 Desember 2009), h. 8.
34Syahrizal Abbas, op. cit., h. 314.
13
No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan kecuali
perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan
Hubungan Industrial, Keberatan atas peraturan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, dan Keberatan atas putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha,
semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih
dahulu diupayakan penyelesain melalu perdamaian dengan bantuan mediator, atau
lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri kedua belah pihak
berperkara di persidangan disebutkan pada Pasal 7 Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jadi di antara penyebab hal ini adalah
persoalan klasik disekitar substansi pasal yang membuka diri untuk dipahami
secara berbeda. Namun sebagai aturan main (hukum formil) yang mesti
mewujudkan suatu kepastian, hal ini harus juga diatasi dengan regulasi yang lebih
memberikan kepastian hukum.35
Memperhatikan beberapa permasalahan mendasar yang ada dan telah
mempertimbangkan banyak hal serta aspek yang melingkupinya, sebaiknya, hal
demikianlah yang mendorong penulis untuk mengkaji  kebijakan pemerintah yang
terkait dengan prosedur mediasi yang telah berlangsung menjadi suatu hal yang
perlu untuk dilakukan perbaikan. Maka melalui fungsinya sebagai lembaga yang
memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan, Mahkamah
Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai standar umum bagi pedoman
pelaksanaan Mediasi, diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.
35Najamuddin, “Permasalahan Mediasi dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Agama”
www.badilag.net (Rabu 25 November 2009), h. 1.
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Adapun Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai revisi dari apa yang telah
terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan maksud untuk lebih mendayagunakan
mediasi berdasarkan evaluasi di pengadilan.
Perma RI No. 02 Tahun 2003 di bandingkan dengan Perma RI No. 01
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma RI No. 01 Tahun
2008 ini dikeluarkan karena dirasakan Perma RI No. 02 Tahun 2003 memiliki
kelemahan, ada beberapa hal yang perlu penyempurnaan. Peneliti pribadi melihat
terbitnya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
ini sebagai suatu hal yang positif untuk membantu masyarakat, advokat, dan
hakim untuk lebih memahami mediasi dan mensosialisasikannya. Jadi kalau
dibandingkan dengan Perma RI No. 02 Tahun 2003 jo Perma RI No. 01 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memang lebih komprehensif.
Jumlah pasal juga jauh lebih banyak dan lebih detail mengatur proses mediasi di
pengadilan yang terdiri dari delapan bab dan 27 pasal, sedangkan Perma RI No.
02 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan hanya terdiri enam bab
dan 18 pasal. Karena mediasi sebagai bagian dari salah satu penyelesaian sengketa
merupakan proses yang seharusnya fleksibel memberikan ruang besar kepada para
pihak melakukan perundingan agar mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu
ketentuan menarik dari Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan adalah:
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Pasal 2 ayat 3, “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini
merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBg yang
mengakibatkan putusan batal demi hukum”.36
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan
mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih
detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan, juga memberikan
konsekuensi sanksi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan,
yaitu sanksi putusan batal demi hukum. Jadi kalau Perma RI No. 02 Tahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak memberikan sanksi, Perma RI No.
01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan sanksi dan
masih dianggap banyak aspek yang tidak diatur terutama mediasi di tingkat
banding, kasasi dan peninjauan Kembali (PK) pada Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah mengatur kemungkinan mengenai
hal tersebut.37
Alasan penulis meneliti efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, selain karena Pengadilan Agama Kelas
1A Makassar berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi
syariah, penulis tertarik untuk meneliti mengenai keefektivan mediasi terhadap
perkara percaraian baik itu berupa cerai talak maupun cerai gugat dengan alasan
bahwa dari beberapa kasus perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
36Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 2 ayat (3).
37Lihat Tony Budidjaja, “Tanpa Mediasi Wajib, Putusan Hakim Bisa Batal Demi Hukum”,
www.hukumoneline.com (tanggal 12 Oktober 2008), h. 2.
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pada umumnya dan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada khususnya maka
kasus dibidang perkawinanlah yang paling banyak, sedangkan alasan pemilihan
tempat penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar karena terletak di
pusat kota yang mempunyai penduduk yang lebih banyak di bandingkan dengan
di daerah-daerah lain yang terdapat lembaga Pengadilan Agama. Oleh karena itu,
pelaksanaan mediasi dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta
faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat
efektivitasnya.
B. Rumusan Masalah
Secara umum Perma RI merupakan suatu peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Menjadi masalah pokok adalah Bagaimana efektivitas
pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan (Studi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar), selain masalah pokok tersebut terdapat sub masalah yang akan di
bahas yaitu:
1. Bagaimana konsep dasar Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas
1A Makassar ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan tantangan pelaksanaan Perma RI No. 01
Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara
perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas
1A Makassar ?
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
Penelitian ini berjudul efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi terhadap perkara perceraian
di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar), untuk memperjelas pengertian atau
makna variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu dikemukakan
definisi operasional dari setiap variabel tersebut, agar para pembaca tidak keliru
memahaminya. Adapun variabel yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:
a. Efektivitas Pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008
Efektivitas berasal dari kata “efektif” ada efeknya (akibatnya,
pengaruhnya, kesannya).38 Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata
efektif dalam bahasa Inggris “effective” yang telah mengintervensi ke dalam
bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belanda
“effectief” memiliki makna “berhasil guna”.39
Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai
keberhasil-gunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan
pelaksanaan hukum itu sendiri. Adapun secara terminologi para pakar hukum dan
sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah
hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil.40 Berbicara
mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf
38Departamen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi. IV (Cet. I;
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 352.
39Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan” www.badilag.net (Sabtu 15-01-2010).
40Soejono Soekamto, Sosiologi; Suatu Pengantar (Bandung: Rajawali Press, 1996), h. 62.
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kepatuhan warga masyarakat (umat Islam) terhadap hukum, termasuk para
penegak hukumnya, sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: Taraf kepatuhan
hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.
Fungsi hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan
hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam
pergaulan hidup.” Ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah
kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum
pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya
sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum. 41
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan
merupakan Peraturan Mahkamah Agung42 yang disahkan oleh ketua Mahkamah
Agung.43 Jadi yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01
Tahun 2008 dalam tulisan ini adalah pemberdayagunaan mediasi berdasarkan
evaluasi di pengadilan. Mengenai pelaksanaan mediasi dengan hasil kesepakatan
dan kegagalan yang dicapai serta faktor penyebabnya menjadi bahan
pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektivitasnya.
b. Mediasi Terhadap Perkara Perceraian
41Ibid., h. 20.
42Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h.  1060.
43Mahkamah Agung merupakan Lembaga Tertinggi Kehakiman atau Pengadilan Negara
Tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah yang berkedudukan di ibukota negara yang berfungsi
mengawasi tindakan pengadilan yang ada di bawah kekuasaannya; Lembaga negara yang menjalankan
kekuasaan kehakiman tertinggi negara. Marwan & Jimmy, Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Reality
Publisher, 2009), h. 417.
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Mediasi dalam bahasa Inggris disebut mediation yang berarti penyelesaian
sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang jadi penengah.44Adapun
dalam ketentuan umum mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator Pasal 1 ayat 7 Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.45
Menurut Joni Emerzon mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para
pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan
tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang
fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan,
kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain
mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah para pihak luar yang tidak
memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk
membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.46
Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa mediasi
adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh
seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh
pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara.
Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep
Tah}ki>m yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga
44John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXV Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2003), h. 377.
45Mediawiki Project, Perma RI No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, 1 November  2008.
46Joni Emerzon, Alternatif, op. cit., h. 69. Lihat juga, Rahmadi Usman, op. cit., h. 82.
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atau yang disebut haka>m sebagai penengah suatu sengketa.47 Firman Allah dalam
surah al-Nisa/4 : 35.
                          
          
Terjemahnya
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang h}akam dari keluarga laki-laki dan seorang h}akam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang h}akam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.48
Terdapat dalam sebuah kaidah Ulu>mul Qur’a>n begitu pula dalam kaidah
ushul fikih yang masyhur suatu pengertian diambil karena keumuman lafaz bukan
karena kekhususan sebab  َﻻ ِﻆَْﻔﻠﻟا ِمْﻮُﻤُِﻌﺑ ُةَﺮْﺒِﻌَْﻟا)(َِﺐﺒََﺴﻟا ِصْﻮُﺼُِﺨﺑ49 Jika kaidah ini diterapkan
pada ayat tersebut di atas maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa h}akam
tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang
ditujukan secara eksplisit pada ayat Alquran melainkan dapat bersifat secara luas
pada semua bentuk sengketa. Metode pengambilan hukum ini didukung dengan
memperhatikan metode lain berupa isya>rah al-an}a>sh.50
Terkait kewenangan seorang h}akam, ulama fikih berbeda pendapat, apakah
jika dia gagal dalam mendamaikan antara kedua belah pihak yang ingin bercerai
47Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase,  op. cit., h. 43.
48Departemen Agama, op. cit., h. 84.
49Wahbah al-Zuh}ayli>, Al-Waji>z fi Us}hu>l al-Fiqh (Bairut: Da>r-al-Fikr Ma’a>syir, 1995), h. 203.
50Abdul Wahab Khalaf, Ilm Us}hu>l Fiqh, diterj. Masdar Helmy, Ilmu Us}hu>l Fikih (Bandung:
Gema Risalah Press, 1996), h. 249.
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dia berhak memutuskan perceraian tanpa seizin sang suami. Imam Malik (lahir 94
H/716 M wafat 179 H/795 M) dan Imam Ahmad bin Hambal (lahir pada  akhir
abad ke 2 wafat 183 H) berpendapat bahwa seorang h}akam juga berhak memutus
perceraian para pihak tanpa seijin suami, karena menurut mereka seorang h}akam
sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus dilaksanakan.51
Pada konteks ini tah}ki>m sama dengan arbitrase. Menurut Abu Hanifah dan Syafi’i
(lahir 150 H/601 M wafat 204 H/820 M) berpendapat bahwa penyelesaian
masalah tetap diserahkan kewenangannya pada para pihak (dalam perkara ini
suami).52 Seorang h}akam hanya sebatas mediator dan fasilitator dan tidak berhak
mengambil keputusan.
Peraturan mengenai mediasi dalam hukum positif dapat kita temukan
dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. SEMA RI No. 01 Tahun
2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga
Damai dan Perma RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
dan yang terakhir Perma RI No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
Perkara adalah hal; masalah; persoalan: urusan (sesuatu yang perlu
diselesaikan atau dibereskan).53
51Abdul Aziz Dahlan, (et al) Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,
1997) h. 741.  Lihat juga Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan “UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 112.
52Ibid.
53Depatemen Pendidikan Nasional RI., Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), h. 1163.
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Perceraian berasal dari kata “cerai” berarti pisah, putus hubungan suami
istri54 talak; hidup perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup;
mati perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal; cerai terbilang:
susu sudah berhenti menyusu: sudah disapih; terbilang, cerai mati.
Jadi yang dimaksud mediasi dalam perkara perceraian adalah para pihak
yang ingin bercerai, serta melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh mediator.
c. Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar
Pengadilan mengandung beberapa pengetian yaitu: 1. Dewan atau majelis
yang mengadili perkara atau mahkamah; 2. Proses mengadili; 3. Keputusan
hakim; 4. Sidang hakim ketika mengadili perkara; 5. Rumah (bangunan) tempat
mengadili perkara.55 Dimaksud dengan Pengadilan Agama adalah badan peradilan
khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara
perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.56
Pasal 49: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e.
wakaf; f. zakat; g. infaq; h. sadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.57
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa arti
operasional judul tesis ini adalah sebuah kajian terhadap Peraturan Mahkamah
Agung RI dalam hal ini khusus pada efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01
54Departamen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 260.
55Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, ed. 3 (Cet. III; Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 8. Lihat pula, Cik Hasan Basri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat
Indonesia (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 35.
56Ibid.
57Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006,” www.legalitas.org (Sabtu
14-01-2010), h.  9.
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Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian
di Pengadilan Agama Kelas 1A. Makassar.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Permasalahan yang muncul berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi
terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar), maka
dalam penelitian ini peneliti perlu membatasi ruang lingkupnya sebagai berikut:
a. Konsep dasar Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan mengenai perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar, yang dimaksud konsep dasar disini ialah suatu landasan hukum dan
aturan hukum yang dipedomani dalam melaksanakan mediasi.
b. Faktor penghambat dan tantangan pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar, yang menjadi faktor penghambat
berupa faktor yang ada dalam diri para pihak (faktor internal) dan faktor dari
luar diri para pihak yang berperkara (faktor eksternal).
c. Efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan mengenai perkara perceraian di Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar, yang dimaksud disini pelaksanaan  mediasi bahwa apakah
lembaga pengadilan dan mediator sudah mengefektifkan pelaksanaan mediasi
atau belum.
D. Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, baik terhadap hasil-
hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya maupun terhadap buku-
24
buku yang telah diterbitkan, ditemukan berbagai buku-buku dan hasil penelitian
berupa tesis, skripsi dan artikel hukum yang relevan dengan efektivitas
pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Di antara hasil penelitian yang relevan dengan tesis ini adalah:
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif  Hukum Syariah, Hukum Adat
dan Hukum Nasional, Bukunya yang memusatkan pembahasannya pada lembaga
mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan
solusi win-win kepada para pihak yang bertikai. Buku ini dipaparkan secara
komprehensif apa yang dimaksud dengan mediasi, keterampilan apa yang harus
dimiliki oleh mediator, bagaimana batasan dan pelaksanaan mediasi dalam
presfektif hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional.
Gatot Soemartono, Arbitrase dan  Mediasi di Indonesia Mediasi dan kosep
penerapannya, cukup banyak penulis dan praktisi yang berusaha menjelaskan
pengertian mediasi. Tetapi, upaya untuk mendefinisikan mediasi bukanlah hal
yang mudah. Mediation is not easy to define. Hal ini karena mediasi tidak
memberi suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari
proses pengambilan keputusan lainnya. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi
adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan dalam salah satu bab membahas
landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada
dasarnya, tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBg.
Namun untuk lebih memberdayakan atau mengaktifkannya, Mahkamah Agung
memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa (compulsory).
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Abdul Halim, Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian, sebuah artikel
hukum membahas tentang pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di
pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan
penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi ke
dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga
pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang
bersifat memutus (adjudikatif).
Hensyah Syahlani, Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Tehnis
Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam salah satu bab juga
membahas perdamaian dalam perkara perceraian. Mengingat banyaknya perkara
perceraian dilingkungan Peradilan Agama sering ditemukan pendapat dari para
pihak peancari keadilan, yaitu apabila upaya perdamaian kedua belah pihak
berperkara untuk hidup rukun kembali berhasil dan dapat disetujui oleh kedua
belah pihak berperkara, harus dinyatakan dalam putusan perdamaian.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama pada buku
ini di sebutkan Perdamaian dalam perkara perceraian hal ini diatur dalam Pasal 56
ayat (2), 65, 82, 83, UU RI. No. 7 Tahun 1989 jo UU RI No. 3 Tahun 2006 jo  UU
RI No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 31, 32, PP. No.
9/1975.
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam salah satu bab
membahas tentang Pengatur mengenai mediasi dapat kita temukan dalam Pasal 6
ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun
1999. Kentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-
Undang No. 30 Tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai
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kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh pihak menurut ketentuan
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dalam sengketa yang
berkaitan  dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan hakim dalam
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan
persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian.
Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Peraktek dalam salah satu bab buku ini mengutarakan
tentang  peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara  secara damai adalah
sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi
masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan
(justitiabelen). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan
ongkosnya ringan, selain daripada itu permusuhan antara dua belah pihak yang
berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik dari pada perkara diputus
dengan sesuatu putusan biasa, misalnya pihak tergugat dikalahkan oleh
pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa.
Said Agil Husain Al-Munawwar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial
dalam salah satu bab membahas tentang penyelesaian perkara secara damai adalah
berdasarkan kerelaan kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa. Agama Islam
memuji perbuatan seperti itu, seperti ditegaskan dalam Surah an-Nisa ayat 128
yang artinya : « Perdamaian itu adalah perbuatan baik ».
Moeh. Natsir R. Pomaligo dalam tesisnya Peranan Mediasi Sebagai
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Pengadilan, Studi Analisis
Tentang Upaya Perdamaian (Is}la>h}) di Pengadilan Agama. Tesis ini menjelaskan
tentang cara menyelesaikan sengketa, para pihak dapat menempuh salah satu dari
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dua proses. Yang pertama proses letigasi dan yang kedua poses non letigasi.
Proses letigasi berawal dari pengajuan perkara di pengadilan, berakhir dengan
keluarnya putusan dipengadilan yang bisa memenangkan salah satu pihak, dan
tentu mengalahkan pihak lawannya. Proses letigasi ini di samping membutuhkan
waktu yang lama dan biaya yang mahal, juga membekaskan permusuhan di antara
yang menang  dan yang kalah. Sebaliknya proses non letigasi yang biasa disebut
dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di antaranya adalah proses mediasi
adalah upaya perdamaian dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang
bersifat win-win solution, di samping proses ini membutuhkan waktu yang relatif
sedikit, juga yang sangat penting adalah memendam permusuhan antara pihak-
pihak yang berperkara karena semua pihak merasa dimenangkan.
Faisal Rahman, dalam skripsinya Efektivitas Mediasi dalam Perkara
Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi
Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali) skripsi ini meneliti tentang keefektivan
perkara perdata yang dapat dilakukan mediasi.
Apabila dikaji dari bebarapa hasil penelitian yang telah dikemukakan dapat
diambil suatu kesimpulan bahwa peneliti tidak menemukan satu penelitian yang
membahas atau meneliti efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Kelas
1A Makassar. Demikain pula karya tulis ilmiah seperti buku-buku yang ditulis
para ahli dibidangnya seperti yang diuraikan di atas. Mereka hanya membahas
secara luas dan mendalam tentang mediasi secara umum. Mereka sepakat bahwa
mediasi harus diupayakan pelaksaannya. Namun belum ada yang meneliti mediasi
terhadap perakara perceraian baik itu cerai talak mupun cerai gugat dari bebrapa
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perakara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama alasan penulis
memilih perkara perceraian karena dari sekian banyak kasus yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar maka perkara perceraianlah yang paling banyak dibandingkan dengan
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah.
Sebagaimana judul tesis ini efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian di Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar.
E. Landasan Teoretis
Pesan Alquran dan hadis yang bersifat universal, memberi peluang
pemahaman baru untuk merespon berbagai tantangan dalam bidang hukum,
khususnya masalah peradilan.
Pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa pendapat para ahli
mengenai pelaksanaan mediasi. Sayyid Sa>biq, dalam bukunya yang berjudul Fiqh
al-Sunnah, dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan
istilah Is}la>h yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan.
Begitu pula menurut syarak adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri
suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.58
Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum yang efektif tidak
akan mungkin terlaksana tanpa bantuan warga masyarakat secara aktif, bantuan
58Lihat Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Juz III (Beirut: Da>r Al Fikr, 1977), h. 305.
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atau peran serta warga masyarakat tersebut juga mempunyai peranan yang sangat
penting dalam efektivitas perundang-undangan.59
Negara dan hukum merupakan dua entitas yang dapat dibedakan. Negara
dapat dipandang sebagai bagunan masyarakat yang membutuhkan hukum. Hukum
merupakan condition sine qua non bagi negara. Negara tidak dapat dipisahkan;
negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itu, negara juga dapat dipandang
sebagai suatu bangunan hukum (legal entity-legal subject). Bahkan lebih jauh dari
itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa negara tidak lain merupakan penjelmaan
dari tatanan hukum suatu bangsa; penjelmaan dari strata hukum nasional atau
dengan kata lain, negara identik dengan hukum.60
Hukum menyederhanakan pemahaman tentang negara dengan hukum,
penulis mencoba menggunakan analogi. “Negara itu ibarat wadah (tempat),
sedangkan hukum adalah sekat-sekat yang ada dalam wadah tersebut.” Hukum
membuat wadah tersebut dapat berfungsi efektif, efisien, dan teratur. Wadah
tersebut  menjadi sangat fungsional (efektif) apabila sekat-sekatnya dikonstruksi
dengan baik. Artinya, negara menjadi sangat berguna bagi pencapaian tujuan dan
fungsinya apabila seperangkat hukumnya ditata dengan baik (efektif, efesien, dan
berkeadilan).61
Menurut Achmad Ali, bukunya yang berjudul Menguak Teori Hukum
(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) bahwa ketika ingin
59Lihat Soerjono Soekanto, Efektivikasi dan Peranan Sanksi (Cet. I; Bandung: Remadja
Karya, 1985), h.  56.
60Lihat, Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara: Perkembangan Teori Bernegara dan Suplemen (Cet.
I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 87.
61Ibid., h. 87-88.
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mengukur sejauhmana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus
dapat mengukur, “sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.” Tentu
saja, jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran
ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan
adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan bahwa aturan itu
efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat
efektivitasnya. Karena seorang yang mentaati atau tidak suatu aturan hukum,
tergantung pada kepentingannya. Maka derajat ketaatan adalah derajat yang
tertinggi.62 Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka
dapat dikatakan bahwa tentang efektivitasnya suatu perundang-undangan, banyak
tergantung beberapa faktor, antara lain:
a. Pengetahuan tentang subtansi (isi) perundang-undangan.
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam
masyarakatnya.
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat).63
Menurut C. G. Howard & R. S Mumners yang dikutib dalam bukunya
Achmad Ali., faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap
hukum secara umum terkait dengan efektivitas perundang-undangan sebagaimana
62Lihat Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Intrepretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Cet. I; Jakarta: Prenada
Media Group, 2009), h. 375.
63Ibid., h. 378-379.
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kajian penulis tentang efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah:
1. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif
akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan nilai
moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya
aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang
mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan saksi
oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau
kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh
norma lain, akan lebih tidak efektif.
2. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga
tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum
untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap
pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi
tahap penemuan hukum (penggunaan penelaran hukum, interpretasi dan
konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret,
3. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan
adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam masyarakat.
Ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak
mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat
dalam keadaan koas atau situasi perang dahsyat.64
64Ibid.
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Adapun teori mediasi menurut Yahya Harahap, penyelesaian perkara
melalui mediasi mengandung berbagai keuntungan subtansial dan psikologis, di
antaranya:
a. Penyelesaian bersifat informal
Penyelesaian melalui pendekatan nurani dan kedua bela pihak melepaskan
diri dari istilah hukum (legal term) kepada pendekatan yang bercorak nurani
dan moral.
b. Menyelesaikan sengketa para pihak
Penyelesaian tidak diserahkan sepenuhnya kepada mediator, tetapi tetap
diserahkan kepada para pihak sesuai dengan kemauan mereka, karena
merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas
sengketa yang dipermasalahkan.
c. Jangka waktu penyelesain pendek
Pada umunya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau
paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua
belah pihak.
d. Biaya ringan
Boleh dikatan, tidak diperlukan biaya, atau murah (zero cost) sebab apabila
yang menjadi mediator dari kalangan hakim sendiri yang berada dalam
lingkup peradilan maka tidak dipengut biaya mediasi. Kecuali mediatornya
dari luar pengadilan.65
65Yahya Harahap, op. cit., h.  236-237.
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e. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
Penyelesaian tertutu untuk umum, yang tahu hanya mediator, kosilaiator atau
advisor dan ahli yang bertindak membantu penyelesaian.
f. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
Oleh karena, yang berbicara dalam mediasi adalah hati nurani, terjadi
penyelesaian berdasarkan kerja sama. Meraka tidak manyimpang dendam
permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerjasama,
masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.
g. Hasil yang dituju sama-sam menang
Sama-sama menang yang disebut konsep win-win solution dengan
menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah mau menang sendiri, tidak ada
yang kalah atau tidak ada yang menang atau bukan winning or losing seperti
penyelesaian melalui putusan pengadilan.
h. Bebas emosi dan dendam
Penyelesaian perkara melalui mediasi (perdamaian), merendam sikap
emosional tinggi dan bergejolak, kearah suasana bebas emosi selama
berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian tercapai, tidak diikuti
dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.66
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraian, maka
secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap
66Ibid., h. 237-238.
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perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Secara khusus,
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mendeskripsikan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan mengenai perkara perceraian di Pengdilan Agama Kelas
1A Makassar
b. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantagan pelaksanaan Parma RI No. 01
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai perkara
perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.
c. Untuk merumuskan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara
perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Adapun kegunaan penelitian tesis ini dapat dilihat dalam dua segi:
1. Kegunaan Ilmiah
a. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam nuansa yang bersifat
ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah pe
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi terhadap perkara perceraian di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi para
peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang diteliti.
c. Tesis ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis
a. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum pada umumnya
dan para hakim dan mediator pada khususnya untuk melaksanakan perannya
dalam menyelesaikan perkara bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan
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Agama Kelas 1A Makassar, yang secara jelas tidak merugikan salah satu pihak
yang berperkara.
b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para mediator dalam melaksanakan
mediasi terutama pada perkara perceraian dan perkara perdata lainnya yang
terjadi di Pengadilan.
E. Garis Besar Isi Tesis
Sistematika penelitian tesis ini mengacu kepada pedoman penulisan karya
ilmiah UIN Alauddin Makassar, edisi 2009 dengan sistematika sebagai berikut:
Bab pertama, pendahuluan. Bab ini diuraikan mengenai latar belakang
lahirnya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
begitu pula cara-cara lain yang berkaitan dengan mediasi baik secara litigasi
maupun nonlitigasi. Kemudian, dari latar belakang tersebut melahirkan deretan
masalah yang terdiri dari rumusan masalah pokok dan batasan masalah.
Selanjutnya diuraikan pula definisi opersional agar interpretasi peneliti dan
pembaca mempunyai sudut pandang yang sama dan kajian pustaka berupa buku-
buku, undang-undang, tesis, skripsi dan artikel hukum yang relevan dengan
penelitian tersebut. Kemudian landasan teoretis serta penelitipun mengemukakan
tujuan dan kegunaan penelitian dan diakhiri garis besar isi tesis.
Bab kedua, tinjauan teoretis. Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran
umum mediasi dalam fikih Islam dan dalam hukum Nasional, serta gambaran
umum perceraian dalam fikih Islam dan dalam hukum Nasional. Selanjutnya
penjelasan mengenai eksistensi Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, yang eksis dalam mendamaikan, menjalankan putusan
yang seadil-adilnya serta mengutus h}akam bagi perkara perceraian.
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Bab ketiga, metodologi penelitian. Bab ini penulis menguraikan tentang
jenis penelitian yang digunakan, disingkronkan dengan pendekatan yang relevan
dengan penelitian. Selanjutnya penentuan lokasi dan waktu penelitian, penetapan
populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang berupa data primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara
dan kuesioner. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data.
Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Diawali dengan gambaran
umum Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, kemudian gambaran umum
perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Makassar, serta hasil panelitian
tentang hambatan dan tantangan pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar sekaligus solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan dan
tantangan tersebut dan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terhadap perkara perceraian. Selanjutnya
diuraikan pada poin pembahasan penulis menjelaskan tentang aspek
urgensi/motivasi, aspek prinsip, dan aspek substansi. Kemudian para pihak yang
berperkara serta manfaat dan kegunaan mediasi
Bab kelima, Penutup. Bab ini penulis menguraikan konklusi-konklusi dari
hasil penelitian ini yang disertai rekomendasi sebagai implikasi dari sebuah
penelitian.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Gambaran Umum tentang Mediasi
1. Mediasi dalam Fikih Islam
Mediasi dalam fikih Islam dikenal dengan kata is}la>h} artinya
“mendamaikan”1 mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian dalam
lapangan harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam
peperangan dan perdamaian antara sesama kaum muslimin maupun kaum
muslimin dan non-muslimin. Secara bahasa, kata is}la>h} berarti “merendam
pertikaian.” Secara istilah, kata is}la>h} “suatu akad (perjanjian) untuk mengahiri
pertikaian di antara dua orang yang berperkara agar terjadi perdamaian di antara
keduanya.” Masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian itu, disebut
mus}ha>lih (orang-orang yang berdamai). Menyelesaikan perkara secara damai
adalah berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri perkara.2
Namun yang dimaksud penulis is}la>h pada penelitian ini adalah perdamaian yang
khusus dalam hal masalah urusan rumah tangga. Maka Islampun memuji
perbuatan seperti itu, sesuai yang ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa/2:128.
                       
             
     
1Ibnu Manz}u>r, Lisa>n al-Arab, Jil. IV (Kairo: Da>r al-Ma’arif, t.th.), h. 2479.
2Lihat Said Agil Husain Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Cet. I; Jakarta:
Penamadani, 2004), h. 60.
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Terjemahnya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.3
Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang
terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, firman
Allah Q.S. al-Hujurat/49: 9.
                    
                      
               
Terjemahnya:
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku
adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.4
Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang
umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian
dikukuhkan ke dalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu
harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara
3Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro,
2006), h. 99.
4Ibid., h. 516.
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seksama dalam masyarakat. Konteks ini tugas hakim yang paling berat adalah
menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut.5
Selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan
sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap
perdamaian.6
a. Pengertian dan dasar hukum
Mediasi (perdamaian) dalam hukum Islam disebut dengan istilah is}la>h}
yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu perperkaraan. Menurut syara
adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu perperkaraan antara
dua pihak yang saling berperkara.7
Is}la>h merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan
memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila
berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka is}la>h mencegah
hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang
membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta
menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu
kebaikan yang dianjurkan oleh syara.8
Perdamaian juga diartikan sebagai perhentian permusuhan. Adapun
menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP
5Lihat Mimbar Hukum No. 63 Tahun XV (Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 2004), h. 3-
4.
6Lailatul Arofah “Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Sebuah
Tawaran Alternatif,” Mimbar Hukum, No. 63, h. 43.
7Lihat Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Juz.  III (Beirut: Da>r Al Fikr, 1977), h. 305.
8Lihat Alauddin at-Tharablisi, Muin al Hukkam, fi> ma>yatarad}adu> bai>na al-Khasamai>ni> min
al Ah}ka>m, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 123.
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Perdata adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan,
menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang
bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.9
Dikenal juga dengan istilah dading10 yaitu suatu persetujuan tertulis atau
surat penetapan yang dibuat secara damai untuk menyelesaikan atau
memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.11
Definisi tersebut dapat pahami bahwa tujuan sebuah perdamaian adalah
untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya
suatu perkara. Dasar hukum perdamaian menurut hukum Islam adalah
sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Hujurat/49:10.
                    
Terjemahnya:
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.12
Sejalan juga dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:224.
                      
   
9Lihat Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1989), h. 2.
10Dading atau lembaga dading yang lebih dikenal dengan sebutan lembaga perdamaian, baik
yang dilakukan dalam perkara perdata oleh atau di hadapan hakim/majelis hakim yang memeriksa
perkara.
11Simorangkir dkk, Kamus Hukum (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3.
12Departemen Agama RI., loc. cit.
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Terjemahnya:
Jangahlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang
untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan is}la>h di antara manusia
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.13
Hukum positif melihat perdamaian (is}la>h) secara subtansial, sama dengan
apa yang dipraktikkan hukum Islam. Perdamaian dalam perkara perdata, lazim
dipastikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dengan beberapa
pertimbangan fundamental, antara lain:
Pertama, undang-undang Mahkamah Agung mempersyaratkan perdamaian
melalui institusi mediasi di luar pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara.
Jika sudah masuk pada pokok perkara sekalipun, upaya perdamaian terus
dilakukan sampai kapan pun, sepanjang para pihak menghendakinya, maka hakim
berkewajiban menerimanya.14
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU RI
No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dalam perkara perceraian, hakim wajib mengusahakan perdamaian (is}la>h). Di
Pengadilan Agama, hakim wajib mengupayakan sebelum putusan perkara
dilakukan. Secara subtansial, hampir tidak ada perbedaan upaya perdamaian yang
dilakukan di Pengadilan Negeri  dan Pengadilan Agama.
Namun secara spesifik, terutama pada perkara syiqa>q (pertengkaran yang
keras antara suami istri), maka hakim dapat mengangkat h}akam dari kedua belah
pihak yang berperkara untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut.
13Ibid., h. 35.
14Said Agil Husain Al-Munawar, op. cit., h. 65.
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Kedua, berdasarkan ketentuan-ketentuan HIR (Het Inlandsch Reglement)
dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), yakni hukum acara yang berlaku di
Indonesia, penyelesaian setiap perkara perdata harus diawali dengan upaya hakim
untuk mendamaikan kedua bela pihak, dengan demikian, konsep mendamaikan
(is}la>h) khususnya dalam perkara perdata berdasarkan hukum syariat itu sudah
menjadi hukum positif (nasional).15
Alquran dan hadis memberikan panduan moral dan batasan sikap seorang
hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, karena kedudukan
hakim sangat strategis dalam penegakan hukum Allah. Alquran menyebutkan
sejumlah sikap yang mesti dimiliki seorang hakim (qa>di) seperti takwa, amanah,
jujur, ikhlas, berpengetahuan luas mengenai hukum Allah dan bertanggung jawab
dalam penegakan keadilan.16
Alquran dan hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian
perkara di pengadilan melalui dua cara yaitu pembuktian fakta hukum
(adjudikasi), dan penyelesaian melalui is}la>h} (mediasi). Penyelesaian perkara
melalui proses pembuktian fakta hukum (adjudikasi) dilakukan dengan
perjuangan sejumlah alat bukti oleh para pihak dalam menuntut dan
mempertahankan haknya dihadapan pengadilan. Sesuai dengan hadis Nabi saw.
 ﱠنَأ َﺔَﻨﱢـﻴَـﺒْﻟاﻰَﻠَﻋﻰِﻋﱠﺪُﻤْﻟا َﲔِﻤَﻴْﻟاَوﻰَﻠَﻋﻰَﻋﱠﺪُﻤْﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ17
15Ibid.
16Lihat  Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyeleggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam
Sistem Peradilan Islam (Cet. I;  Jakarta: Kencana, 2007), h. 23.
17Muhammad ibn ‘Ayis ibn Saurah ibn Musa ibn al-D }ah}a>k al-Tarmiz|y Abu ‘Ayis, Sunan
Tarmiz\y (Cet. II; t.t.: Da>r Fikr, 1998M), h. 322.
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Artinya:
“Sesungguhnya alat bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah
kepada pihak yang tergugat”
Pengajuan alat-alat bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan siapa yang
berhak dan berwenang terhadap sesuatu dan siapa yang tidak berhak dan
berwenag terhadap sesuatu. Melalui alat bukti akan terungkap dengan jelas duduk
perkara dan pihak mana  yang mendapat hak sesuai dengan hukum Allah. Bukti
adalah standar ukur (norma) bagi hakim dalam memutuskan perkara. Siapa yang
memiliki bukti yang kuat, maka dialah yang akan memenangkan perkara di
pengadilan. Hakim akan memutuskan berdasakan bukti-bukti yang kuat diajuakan
para pihak kepadanya.18 Tetapi apabila kesepakatan damai (is}la>h}) masih bisa
dicapai, maka itu lebih baik dibandingkan dengan putusan yang memenagkan
salah satu pihak sesuai dengan pembuktian yang diajukannya. Karena
bagaimanapun adilnya suatu putusan akan masih dianggap belum adil bagi pihak
yang kalah. Sebaliknya, bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan
dianggap dan dirasakan adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan
perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan dan kesadaran
bersama dari pihak yang berperkara, terbebas dari kualifikasi “menang” dan
“kalah”. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah, sehingga kedua belah
pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan.
Kesepakatan damai (is}la>h}) di pengadilan tidak hanya dapat diterapkan di
pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan sebagai alternatif peyelesaian perkara.
18Lihat Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: Pernada Media Group, 2009), h. 158.
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Dalam is}la>h} keberadaan pihak ketiga amat penting, guna menjembatangi para
pihak yang berperkara. Para pihak pada umumnya memerlukan bantuan pihak lain
untuk mencari solusi tepat bagi peneyelsaian perkara mereka. Pihak ketiga amat
berperan melakukan mediasi, arbitrase, fasilitasi, dan negosiasi di antara para
pihak yang berperkara.
2. Mediasi dalam Hukum Nasional
a. Pengertian mediasi
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang
berarti berada ditegah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan
pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan
menyelesaikan perkara antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna
mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan
perkara.19 Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang
berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para
pihak yang berperkara.20
Secara terminologi, mediasi proses pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator21
Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian perkara
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak
dengan dibantu oleh mediator.22
19Lihat Marwan & Jimmy, Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 426-
427.
20Lihat Syahrizal Abbas, op. cit., h. 1-2.
21Lihat Ibid., h. 4.
22Mahkamah Agung RI., Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Pasal 1 ayat (7).
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Secara luas mediasi diartikan sebagai penyelesaian perkara yang dilakukan
baik oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan  maupun di dalam sistem
peradilan, yang dilaksanakan di luar sistem peradilan ialah: mediasi, arbitrasi, dan
lainnya.23
Menurut John W. Head, yang dikutip dari bukunya Gatot Soemartono
mediasi adalah suatu prosedur penegah seorang bertindak sebagai “kendaraan”
untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda
atas perkara tersebut dapat dipahami dan sedapat mungkin didamaikan, tetapi
tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para
pihak sendiri.24
Sejarah penyelesaian konflik (perkara) secara damai telah diperaktikkan
dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat
Indonesia merasakan penyelesaian perkara secara damai telah mengantarkan
mereka kepada kehidupan yang harmonis,  adil, seimbang dan terpeliharanya dari
nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat. Mengupanyakan
penyelesaian perkara masyarakat secara cepat dengan menjunjung tinggi
kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.
Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat lainnya merasakan bahwa konflik
atau perkara yang muncul dalam masyarakat tidak bisa dibiarkan terus-menerus,
tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya
23Lihat  Mahkamah Agung RI., “Mediasi dan Perdamaian,” 2004,  h. 11.
24Lihat Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2006), h. 120.
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memperburuk hubungan antara para pihak, tetapi juga dapat menggangu
keharmonisan sosial dalam masyarakat.25
Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam
setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian perkara. Musyawarah
mufakat sebagai nilai filosofis bangsa dijelmakan sebagai dasar negara, yaitu
Pancasila. Pada sila ke empat disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.26 Nilai tertinggi ini kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam UUD RI 1945 dan sejumlah peraturan perundang-
undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang
digunakan pihak yang berperkara dalam mencari solusi terutama di luar peradilan.
Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan dalam jumlah bentuk alternatif
penyelesaian perkara seperti mediasi,27 arbitrase,28 negosiasi,29 fasilitasi30 dan
berbagai bentuk penyelesaian perkara lainnya. Karena dalam perundang-undangan
25Syahrizal Abbas, op. cit., h. 283-284.
26Subandi  al-Marsudi, Pancasila dan UUD’ 45 dalam Pradigma Reformasi (Cet. III;
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 32.
27Mediasi, suatu upaya penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak ketiga yang netral,
yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang berperkara
mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
28Arbitrase, merupakan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan, berdasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi
kewenangan mengambil keputusan.
29Negosiasi, cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara
langsung antara para pihak yang berperkara yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi
negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan.
30Fasilitasi, suatu proses yang biasanya digunakan antara banyak pihak, seperti pihak ketiga
membantu komunikasi antara pihak yang berselisih, menjalankannya dalam grup masing-masing,
mengadakan pertemuan, menyisihkan penyebab masalah yang telah berlaku, merencanakan perubahan
terorganisir, menghindari konflik dimasa depan, dan meningkatkan hubungan antara para pihak terkait.
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di Indonesia perinsip musyawarah mufakat berunjung damai juga digunakan
dilingkungan peradilan, terutama dalam penyelsaian perkara perdata.31
Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 6
ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Perkara adalah merupakan suatu proses sebagai kelanjutan
gagalnya negosiasi yang dilakukan para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Perkara.32
Dasar hukum mediasi merupakan salah satu dari sistem ADR di Indonesia
adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila di mana dalam filosofinya tersirat
bahwa asas penyelesaian perkara adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut
juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Hukum tertulis lainnya
yang mengatur tentang mediasi adalah UU RI No. 14 Tahun 1970 jo UU RI No. 4
Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai
penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan atas dasar perdamaian. Pasal 130
HIR dan Pasal 154 RBg, UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Perkara, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga
mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Pada Pasal 1 ayat 10 dinyatakan:
“Alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian perkara melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelsaian perkara di laur pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.33 UU RI
31Lihat Syahrizal Abbas, op. cit., h. 285.
32Lihat Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Perkara (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada 2005), h. 90.
33Lihat Mahkamah Agung RI., “Mediasi dan Perdamaian,” 2004, op. cit., h. 17-18.
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No. 7 tahun 1989 jo UU RI Tahun 2006 jo UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Agama, SEMA RI No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Lembaga Damai, UU RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).34
b. Proses mediasi
Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan mediasi sebagai berikut:
1) Persiapan
Suatu mediasi dibutuhkan pendalaman yang cukup oleh seorang mediator
terhadap apa yang menjadi pokok perkara para pihak yang akan dibicarakan
dalam mediasi tersebut. Mediator biasanya juga mengkonsultasikan dengan para
pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi
waktu dan sebagainya.
Di samping itu, dalam tahap persiapan mediasi seorang mediator harus
memahami perannya dalam suatu mediasi. Peran mediator dalam suatu mediasi
adalah sebagai berikut:
a) Mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi.
b) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak.
c) Mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak.
d) Membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan.
e) Menghindari proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.35
34Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari badan Arbitrase
Muamalah Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud arbitrase Islam yang pertama kali
didirikan di Indonesia.
35Mahkamah Agung RI., Lingkungan Peradilan Agama, “Suara Uldilag,” Edisi II (1 Juni
2003), h. 55-56.
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2) Pelaksanaan mediasi
a) Sambutan mediator
Mediasi diawali dengan sambutan mediator, sambutan tersebut biasanya
berisi:
(1) Menyakinkan para pihak yang masih ragu tentang manfaat mediasi.
(2) Menerangkan peran mediator dan para pihak.
(3) Menerangkan tata tertib mediasi.
(4) Menerangkan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk
mengambil keputusan.
(5) Menerangkan bahwa mediator tidak berpihak pada salah satu peserta
mediasi.
(6) Mengajak para pihak untuk taat pada tata-tertib mediasi.36
Terkait sambutan seorang mediator harus dihindari kata-kata yang
menunjukkan keberpihakan, menghina atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap
salah satu pihak.
b) Presentasi para pihak
Para pihak mempersentasikan concern mereka terhadap mediasi, presentasi
ini biasa dimulai oleh penggugat, akan tetapi ini bukan harga mati dalam kondisi
tertentu dapat dibalik. Presentasi ini biasanya para pihak langsung mengemukakan
konsep mereka tentang perdamaian.37
c) Identifikasi masalah
Suatu peranan penting seorang mediator adalah mengidentifikasi masalah-
masalah yang dikemukakan dalam presentasi para pihak. Pertama,
mengindentifikasi masalah yang telah disepakati para pihak dan tidak perlu
didiskusikan lagi. Kedua, mengidentifikasikan masalah-masalah yang belum
36Lihat Ibid.
37Lihat Ibid.
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disepakati. Masalah yang belum disepakati tersebut diidentifikasikan dan
diurutkan, sehingga tersusun suatu daftar persoalan yang masih diperselisihkan
untuk menjadi agenda perundingan berikutnya.38
d) Negosiasi
Alokasi waktu yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahap
negosiasi, karena dalam negosiasi dan dua model yang sering diterapkan.
Pertama, para pihak berbicara langsung satu sama lain, mediator hanya berperan
untuk menjaga urutan bicara, mencatat kesepahaman dan terkadang
mengintervensi membantu proses komunikasi. Kedua, mediator mengatur seluruh
arah pembicaraan, mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan terkadang
memberikan tawaran solusi. Kedua model tersebut dengan berbagai variasinya
dalam penerapannya tergantung kondisi para pihak, bila komunikasi para pihak
berjalan dengan baik model pertama dapat diterapkan, tetapi dalam situasi para
pihak tetap pada pendirian masing-masing yang berbeda, maka model kedua
diterapkan.39
e) Pertemuan terpisah (Kaukus)
Bila diperlukan mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-
masing pihak, pertemuan semacam ini biasanya diadakan untuk menggali hal-hal
yang belum diungkapkan terhadap pointers yang belum disepakati dalam
negosiasi atau yang menemui jalan buntu, sehingga apa yang menjadi alasan dan
kekhawatiran masing-masing dapat digali untuk dicarikan jalan keluarnya sampai
tercapai suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah juga diadakan apabila ada pihak
38Lihat Ibid.
39Lihat Ibid., h. 57.
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yang kuat mempunyai posisi tawar lemah atau menyangkut private convidential,
terutama dalam hukum keluarga, sehingga tidak bisa dikemukakan dihadapan
orang banyak. Bila mediator mengandalkan pertemuan terpisah dengan satu pihak,
maka ia juga harus melakukan hal yang sama dengan pihak lain agar tidak
menimbulkan kecurigaan pihak lain yang akan merusak kepercayaan para pihak
terhadap mediator.40
f) Membuat kesepakatan
Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak dikumpulkan lagi
untuk mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih
detail. Kemudian seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta
yang ditanda tangani oleh para pihak yang berperkara.41
g) Penutup
Penutupan mediasi biasanya mediator memberikan kata penutup. Sesi ini
mediator memberikan commend kepada para pihak atas apa yang telah mereka
capai, menyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan terbaik
mereka menyerahkan untuk melaksanakan kesepakatan dengan baik.42 Setelah
kesepakatan tersebut ditanda tangani, mediator melapor kepada Majelis Hakim
dan Majelis Hakim menetapkan persidangan untuk membacakan putusan yang
menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut.43
40Lihat Ibid.
41Lihat Ibid.
42Lihat Ibid.
43Lihat Ibid., h. 57-58.
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c. Pengangkatan mediator
Beberapa karekteristik umum terdapat dalam mediation situations yang
merupakan ciri-ciri mediasi, yakni sebagai berikut:
1) Disetujui oleh para pihak yang berperkara.
2) Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan salah satu pihak yang berperkara.
3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang berperkara.
4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap
kesepakatan para pihak; dan
5) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun
hasilnya.44
Penyebutan kriteria atau persyaratan sebagai mediator secara terperinci
menjadi sangat penting (kerusial) karena dalam Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hal itu tidak diatur. Oleh karena itu,
kriteria atau persyaratan di atas sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai
acuan bagi pengangkatan mediator dalam berbagai kasus.
Seorang calon mediator dianggap memiliki benturan kepentingan atau
hubungan afiliasi jika yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang
menjadi perkara;
b) memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 180 hari
sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat jangka pendek
tersebut;
44Hamid Sarong, “Mediasi dan Arbitrase Tantangan Kurikulum Fakultas Syariah dan
Hukum,” artikel (Sabtu, 20 Maret 2010), h. 8.
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c) memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan salah satu pihak yang
berperkara atau beda pendapat sampai dengan jangka waktu 180 hari, setelah
berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum.45
Selanjutnya, jika proses mediasi dilakukan melalui pengadilan, mediator
dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat
sebagai mediator, yang dimaksud dengan sertifikat mediator, menurut Pasal 1 ayat
10 Perma RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah
dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau
pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh
Mahkamah Agung.46
Disebutkan Pasal 6 ayat (3) Setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator
beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi
daftar tersebut setiap tahun.47
Kaitannya dengan praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan
personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan
masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak
menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berpikir masing-masing pihak,
serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan para pihak.
Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun tidak berarti
setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan
baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dalam
45Ibid., h. 9.
46Ibid.
47Mahkamah Agung RI., Perma No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
Pasal (6).
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proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka ke arah consensus,
dan titik penyelesaian yang saling menguntungkan.48
Bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan
mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu
perkara tertentu. Ia kemudian mendesain serta mengendalikan proses mediasi
untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Ia menjadi
motifator untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dalam
kaitan itu, mediator berperan membantu para pihak dalam pertukaran informasi
dan proses tawar-menawar.
Beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain
adalah sebagai berikut:
(1) melakukan diagnosiasi konflik;
(2) mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para
pihak;
(3) menyusun agenda;
(4) memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
(5) mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
(6) membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan
menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.49
Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan
melakukan interaksi dengan para pihak baik secara bersama atau secara individu,
dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:
48Lihat Mahkamah Agung RI., Lingkungan Peradilan Agama, “Suara Uldilag,” op. cit. h. 10.
49Hamid Sarong, op. cit., h. 10.
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(a) memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak;
(b) memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan
saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas
perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing; dan
(c) memfokuskan pada munculnya penyelesaian.
Tahap pertama dan kedua, yaitu membangun komunikasi dan menciptakan
saling pengertian, harus selalu diarahkan untuk memungkinkan para pihak
mendiskusikan perselisihan mereka dan melakukan tukar pandangan, sehingga
masing-masing lebih memahami persoalannya sendiri dan yang lebih penting,
mengetahui cara pandang pihak lain. Mengetahui cara pandang orang lain tentu
dapat memudahkan melakukan negosiasi.
Tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya
komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang
perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat
penilaian yang objektif. Bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak ke
arah negosiasi penyelesaian perkara mereka. Mereka tentu saja akan
mempertimbangkan untung-rugi berperkara, manfaat serta pertarungan
martabatnya.
Kaitannya dalam praktek, terdapat kecenderungan bahwa mediator
menjelaskan mediasi dan peranan mediator. Bahkan untuk proses mediasi di
pengadilan.
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Pasal 3: ayat (1) Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak
tentang prosedur dan biaya mediasi.50
Hal ini untuk memperkuat betapa penting mediasi. Tentu saja ada hal lain
yang perlu dipertimbangkan yaitu antara para pihak haruslah ada kesetaraan
(kaffah)51 agar penjelasan-penjelasan yang diberikan dipahami secara serentak
dengan bahasa yang sama. Karena para pihaklah yang menentukan dalam
memperoleh penyelesaian perkara mereka.
Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja
mediasi dan peranan yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat
apabila mediator menjelaskan semuanya di hadapan kedua belah pihak dalam
sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan
pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme
pelaksanaannya, kerahasiaannya, dan hasil-hasil dari mediasi. Tidak mungkin ada
rahasia yang disembunyikan untuk menekan salah satu pihak yang berperkara.
Semua hal yang berkenaan dengan mediasi disampaikan secara transparan.52
d. Tempat dan biaya mediasi
Tempat dan biaya mediasi merupakan unsur penting yang mendukung
terlaksananya mediasi. Tempat yang dimaksud adalah lokasi mediasi
diseleggarakan. Kenyamanan tempat penyeleggaraan perundingan mediasi akan
memengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi. Jika
50Mahkamah Agung RI., Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Pasal (3).
51Kaffah berarti seimbang, sepadan, dan serasi. Tapi dalam hal ini yang dimaksud kaffah
setara pada segi tingkat pemahaman dari penjelasan yang diberikan oleh mediator.
52Lihat Hamid Sarong, op. cit., h. 11.
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salah satu pihak merasakan tidak nyaman dengan satu tempat, maka ia dapat
memilih tempat lain. Para pihak tidak nyaman jika perkara mereka diketahui oleh
banyak orang, sehingga melahirkan perasaan yang tidak respek terhadap proses
mediasi. Bila hal itu terjadi dapat mengancam gagalnya mediasi. Oleh karenanya,
penentuan tempat mediasi harus benar-benar disetujui bersama oleh para pihak
yang berperkara. Mediator hanya dapat menawarkan tempat mediasi, tetapi ia
tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk suatu tempat tertentu bagi mediasi.53
Pasal 15 Perma RI No. 2 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan Penerapan
Lembaga Damai memberikan keluasan untuk para pihak dalam menentukan
tempat mediasi di dalam salah satu ruangan pengadilan tingkat pertama atau
tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan tempat untuk
perundingan mediasi, kelihatannya harus jelas karena keterangan tempat harus
disebutkan secara  jelas dalam kesepakatan akhir tertulis yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak. Pemanfaatan ruang tempat, meje-meja perundingan diluar
sidang boleh saja berpindah-pindah, sesuai dengan kenyamanan para pihak,
Pemindahan dari satu tempat ketempat yang lainpun dapat saja dilakukan dengan
kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun terjadi pemindahan tempat, namun
dalam kesepakatan akhir harus dicantumkan nama suatu tempat di mana
perundingan mediasi dilakukan. Pemilihan tempat ini mediator mengikuti apa
yang disepakati oleh para pihak yang berperkara.54
Biaya mediasi adalah biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya
proses mediasi. Biaya mediasi biasanya dikeluarkan bersama oleh kedua belah
53Lihat Syahrizal Abbas, op. cit., h. 331.
54Ibid., h. 331-332.
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pihak yang berperkara, namun dalam praktik kadang-kadang juga ditemukan
biaya mediasi dikeluarkan oleh salah satu pihak, dan disetujui oleh pihak yang
lain. Biaya mediasi ini diperuntukkan oleh biaya jasa mediator, bahan-bahan yang
diperlukan dalam proses mediasi seperti fotocopy, dokumen, biaya tempat atau
biaya yang mendatangkan para ahli dan berbagai biaya lainnya yang bersifat
insidental.55
Bila tempat mediasi digunakan pada salah satu ruang pengadilan tingkat
pertama, maka para pihak yang berperkara tidak perlu membayarkan sewanya,
tetapi jika para pihak menunjuk tempat lain sebagai tempat penyelenggaraan
mediasi, maka biaya dan sewa tempat harus dikeluarkan oleh para pihak.
Demikian pula untuk biaya jasa mediator harus dibayarkan pula oleh para pihak,
namun jumlah dan waktu pembayarannya sangat tergantung kepada kesepakatan
mediator dengan para pihak. Jika mediator adalah hakim, maka para pihak tidak
dipungut biaya apa pun, sedangkan mediator yang berasal dari bukan hakim, maka
para pihak harus membayar jasa-jasanya, kecuali para pihak yang tidak mampu
akan dibayarkan oleh negara (prodeo)56
Pembayaran jasa mediator dapat dibayar pada awal dimulainya mediasi,
saat sedang berjalan atau pada saat akhir dari proses mediasi, terutama untuk
mendatangkan para ahli dalam proses mediasi. Jelasnya mekanisme pembayaran
55Ibid.
56Prodeo adalah izin berperkara di pengadilan tanpa biaya atau dengan cuma-cuma. Marwan
& Jimmy, Kamus Hukum, op. cit., h. 515. Permohonan perkara secara prodeo dikabulkan apabila: 1)
terbukti bahwa dia benar-benar tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan Kepala
Desa/Lurah yang dilegalisir oleh camat setempat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dan 2) pihak lawan
tidak keberatan atas permohonan tersebut. Baca Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata di Pengadilan
Agama (Cet. VIII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 122.
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untuk seluruh proses mediasi sangat tergantung kesepakatan-kesepakatan para
pihak dan kesepakatan mediator dengan para pihak. Jumlah dan kapan
pembayaran biaya mediasi dilakukan para pihak juga sangat tergantung pada
situasi dan  kondisi serta kesepakatan bersama.57
e. Upaya perdamaian
Berdasarkan hukum acara yang berlaku, upaya perdamaian di pengadilan
selalu dilakukan di tiap kali persidangan. Bahkan, pada sidang pertama, suami
istri harus hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan. Hakim sebelum
memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan
memberi nasihat.58
Mahkamah Agung belakangan ini terus melakukan upaya agar
penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan melalui perdamaian. Pada masa
jabatan Ketua Mahkamah Agung. Bagir Manan dalam berbagai kesempatan sering
menyatakan bahwa sebaiknya penyelesaian perkara pada pengadilan dilakukan
oleh yang berperkara itu sendiri secara damai, atau dengan bantuan tokoh
masyarakat, tokoh agama dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Tidak
harus selalu diselesaikan oleh Pengadilan.59
Hakim-hakim Agung, hakim-hakim pengadilan di bawahnya dan para
pejabat pengadilan beberapa kali melakukan studi khusus tentang mediasi, ke
57Lihat Syahrizal Abbas, op. cit., h. 333.
58Lihat Mahkamah Agung RI., UU RI No 7/1989 jo UU RI No 3/2006 tentang Peradilan
Agama Pasal 82, HIR Pasal 130 dan RBg Pasal 154.
59Adli Minfadli Robby, “Pelaksanaan Syari’at Islam Suatu Keinsyafaan” www.badilag.net
(tanggal 31 Juli 2008). Lihat juga Adli Minfadli Robby “Prinsip Pengadilan: Bukan Memutus
Perkara, Tapi Menyelesaikan Perkara” www.badilag.net (tanggal 17 Juli 2008). Adli Minfadli Robby
“Yang Penting Bukan “Nyanyiannya”, Tapi “Penyanyinya”, www.badilag.net (tanggal 8 Juli 2008).
60
negara-negara lain seperti ke Australia, Jepang, Amerika Serikat atau ke negara-
negara Eropa. Suatu hal yang sangat menarik adalah bahwa ada kecenderungan
kesamaan di dunia ini bahwa perkara-perkara perdata agar diselesaikan melalui
perdamaian, apalagi yang menyangkut anak dan keluarga.
Di Australia misalnya, karena memang peraturan perundang-undangannya
demikian, Family Court of Australia (FCoA) yang merupakan pengadilan
keluarga tingkat nasional melakukan beberapa tahapan proses, sedemikian rupa,
sehingga perkara-perkara yang diterimanya banyak diselesaikan atas dasar
kesepakatan para pihak dan hanya sedikit sekali perkara yang sampai diputus oleh
pengadilan.
B. Gambaran Umum  Perceraian
1. Perceraian dalam Fikih Islam
Sebelum membahas tentang perceraian maka terlebih dahulu akan di
jelaskan tentang pernikahan. Pernikahan adalah sebagai fitrah60 merupakan nikmat
Allah atas hamba-Nya dalam kehidupan di dunia ini. Jika tanpa adanya
kesenangan yang menunjang, maka akan terasa gersang. Oleh karenanya, pada
awal dari pembahasan ini akan membicarakan mengenai kebijakan Allah yang
memberikan manusia cenderung terhadap kesenagan. Apabila direnungkan  lebih
jauh, bahwa kecendurungan (watak) tersebut mampu membebaskan manusia dari
segala belenggu kenistaan, tentunya jika diarahkan pada apa yang di Ridhai Allah.
Hal ini bukanlah merupakan tujuan utama. Karena semuanya itu hanyalah sebagai
mediator  di dalam mencapai tujuan yang lebih mulia. Sebab cabang yang bagus
60Lihat Quaraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Buat Anak-anakku (Cet. VI;
Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 55.
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tentu berasal dari pondasi (akar) yang bagus pula.61 Demikian pula dengan
kehidupan rumah tangga. Allah swt. berfirman dalam surah ar-Rum/30 : 21.
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       
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.62
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam
pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan
satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan
keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai suatu jalan memandang menuju
pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu
akan menjadi suatu jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu
dengan yang lainnya.63
Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam
hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya,
melainkan antara dua keluarga. Baik pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih
mengasihi, akan berpindahlah semua kebaikan itu kepada semua keluarga dari
kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling
61Lihat Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, Tah}fasul a’rus, terj. Ibnu Ibrahim, Kado Perkawinan
(Cet. I; t.t.: Pustaka Azzam, 1999), h. 3.
62Departemen Agama RI., op. cit., h. 404.
63Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Cet. VII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374.
62
tolong-menolong dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.
Selain itu dengan pernikahanlah seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa
nafsunya.64
Nikah merupakan suatu ikatan keagamaan yang dianjurkan syara’. Hukum
tersebut diijma’i oleh segenap para mujtahidin. “Akad nikah tersusun di lima
rukun (yang mensahkan nikah), yaitu:  lelaki, perempuan, wali, dua orang saksi,
dan lafaz akad.”65
Adapun dalam hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang RI No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan:
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.66
Sedangkan Perceraian atau talak berasal dari kata ‘itlaq,” artinya melepas
atau meninggalkan,” dalam istilah agama “thalaq” artinya melepaskan ikatan
perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.”
Perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai, langgengnya
kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh
Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga
meninggal dunia, agar suami istri sama-sama dapat mewujudkan rumah tangga
tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-
anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa
64Ibid.
65Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra, 1997), h. 222.
66Republik Indonesia RI., Undang-Undang Perkawinan, op. cit., h. 1.
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“ikatan antara suami istri” adalah ikatan paling suci dan paling kokoh serta tidak
ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang
demikian agung itu, selain daripada Allah sendiri, yang menanamkan sifat
perjanjian  antara suami istri dengan “misa>qa>n-gali>z}a>n” (perjanjian yang kokoh).67
Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa/4:21.
       
Terjamahnya:
“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang
kuat.”68
Adapun mediasi dalam perkara keluarga. Perkawinan adalah salah satu
institusi dasar (basic institution) dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan adalah
perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup
bersama dalam ikatan akad. Perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian perdata,
tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spiritual.69
Muhammad Mustafa Tsalaby memberikan makna perkawinan dengan akad
yang kuat(misa>qa>n-gali>z}a>n) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
hidup bersama berdasarkan ketentuan syara sebagai ibadah kepada Allah. Esensi
misa>qa>n-gali>z}a>n mengindikasikan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya
dilakukan untuk suatu waktu tertentu, akan tetapi diharapkan dapat dipertahankan
untuk selamanya.70
67Lihat Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Jil. II (t.t.: Da>r al-Syaqa>fah Islamiyah, t.th.), h. 155.
68Departemen Agama RI., op. cit., h. 81.
69Lihat,  Syahrizal Abbas, op. cit., h. 175.
70Ketentuan syara yang dimaksud adalah perkawinan dapat dilakukan bila terpenuhi syarat
dan rukunnya. Syarat perkawinan adalah syarat yang dimiliki oleh mempelai laki-laki dan mempelai
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Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara adil dan makruf dan akan
mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Karena
biasanya penyebab ketidaknyamanan rumah tangga dikarenakan tidak
terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil dan makruf, baik hak dan
kewajiban yang bersifat materil maupun hak dan kewajiban yang bersifat
inmaterial. Bahwa kematangan emosional dari suami istri juga ikut terpengaruh
terhadap kenyamanan, keserasian, dan ketentaraman dalam rumah tangga. Dua hal
inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perperkaraan atau
perselisihan yang mengarah pada putusnya perkawinan (perceraian).71
Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat
dipertahankan untuk selamanya (permanen) oleh suami istri. Namun, Islam juga
memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-
kadang memahami perperkaraan dan percekcokan yang berkepanjangan.
Perselisihan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga
yang tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu,
Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir
yang ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan
lagi. Perceraian dalam Islam mempunyai proses panjang. Perperkaraan suami istri
tidak serta-merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi
perempuan, misalnya mereka tidak terkait dengan hubungan darah (ayah-anak, adik-kakak, dan lain-
lain), mereka melakukan perkawinan tidak di bawa ancaman, dan mempelai perempuan tidak terikat
dengan perkawinan dengan pihak lain yang sah. Sedangkan rukun perkawinan antara lain; adanya
mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kaabul, wali, dan saksi. Muhammad Mustafa Tsalay, Ah}ka>m
al-Usrah fi> al-Islam (Beirut: Da>r an-Nadhah al-‘Arabiyah, 1997), h. 260.
71Lihat Syahrizal Abbas, op. cit., h. 180-181.
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mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat
dipertahankan.72
Alquran mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan
diupayakan tetap dipertahankan, karena dampak perceraian tidak hanya dirasakan
oleh pihak suami istri, tapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas
berdampak juga kepada keluarga besar kedua belah pihak. Dampak yang
dirasakan dari perceraian bukan hanya hilangnya hak dan tanggung jawab materil
suami istri, dan juga ada kaitannya dengan beban psikis yang ditanggung oleh
kedua suami istri atau anak-anaknya. Mengingat dampak percerain sangat besar
bukan hanya kepada suami istri dan anak-anak, tetapi juga kepada keluarga besar
kepada kedua belah pihak, maka perceraian sebagai alternatif terakhir
penyelesaian kemelut rumah tangga, harus dilakukan melalui proses hukum.73
Perceraian yang dilakukan melalui proses hukum akan menjamin hak-hak
perempuan dan hak anak, sehingga perceraian tidak akan menelantarkan
perempuan dan anak. Jaminan, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan
dan lain-lain akan terwujud karena hukum memberikan perlindungan kepada para
pihak yang terkena dampak dari percerain.
Terdapat dalam Alquran hak untuk membubarkan perkawinan bukan
semata-mata untuk milik suami (talak), tetapi juga dimiliki istri melalui jalur
faskha. Kaitannya dengan praktik di masyarakat terkesan talak yang merupakan
hak suami yang dapat digunakan sewenang-wenang tanpa memerlukan proses,
72Lihat Ibid.
73Lihat Vijai Malik, Muslim Law of Marriage, Divorce and Mainternance (Delhi: Eastern
Book Company, 1988), h. 60.
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sedangkan faskha memerlukan proses, yang pada akhirnya juga harus menunggu
pengucapan talak dari suaminya. Padahal kedua jenis pemutusan perkawinan
menghendaki adanya proses hukum melalui jalur lembaga peradilan. Talak
merupakan perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah hadis Rasulullah saw.
ﻦَﻋﷲا َلْﻮُﺳَر ﱠنَا َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑاﻰﻠﺻ َﳊا ُﺾَﻐْـَﺑا : لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ِ◌◌ِِلَﻼ َﺟ َو ﱠﺰَﻋ ﷲا َﱃِا  ُق َﻼّﻄﻟا ﱠﻞ
)دوادﻮﺑا ﻩاور(74
Artinya:
Dari Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perbuatan halal yang sangat
dibenci oleh Allah azza wajallah ialah talak”. (HR. Abi Daud).
Sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa talak merupakan perbuatan yang
sangat dibenci oleh Allah menandakan bahwa kalau masih ada jalan lain bagi
suami istri, maka janganlah mengambil jalan untuk membubarkan perkawinan.
Perceraian benar-benar alternatif terakhir dan tidak mungkin lagi perkawinan
tersebut dipertahankan. Pengucapan talak melalui proses hukum, bukan semata-
mata bubarnya perkawinan, karena talak dalam ajaran Islam dikenal dengan
adanya talak raj’i75 dan talak ba’in.76 Talak raj’i adalah talak yang masih
membuka kesempatan suami istri untuk berkumpul kembali selama dalam masa
iddah, sedangkan talak ba’in adalah talak yang sudah menutup rapat bagi para
pihak untuk hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga. Tidak terbuka lagi
74Abu Da>ud, Sunan Abi Da>ud, Juz. I (Beirut: Da>r Fikr, t.th.), h. 661.
75Talak raj’i yaitu suatu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah
dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan bukan ganti dari mahar yang dikembalikannya dan
sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan talak kepadanya sama sekali atau baru sekali saja.  Lihat
Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Juz. II (t.t. : Da>r S#iqa>fah Isla>miyyah, t.th.), h. 176.
76Talak ba’in adalah talak ketiga kalinya, sebelum istrinya dikumpuli, dan talak dengan
tebusan oleh istri kepada suamainya. Lihat ibid., h. 179.
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kesempatan bagi kedua belah pihak, kecuali istri tersebut kawin dengan laki-laki
lain dan telah diceraikan dengan talak ba’in pula.77
Alquran mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan
dalam menyelesaikan perkara keluarga, baik untuk kasus syiqa>q78 maupun
nuzyuz.79 Alquran menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian
perkara keluarga terutama syiqa>q. Olehnya itu, untuk mengatasi kemelut rumah
tangga yang meruncing antara suami istri, Islam memerintahkan agar kedua belah
pihak mengutus dua orang h}akam (juru damai). Pengutusan h}akam bermaksud
untuk mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh
suami istri. Proses penyelesasain perkara oleh pihak ketiga yang dikenal dengan
h}akam (mediator) didasarkan pada Q.S. an-Nisa/4: 35.
                        
           
Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatirkan ada perperkaraan antara keduanya, Maka kirimlah
seorang h}akam dari keluarga laki-laki dan seorang h}akam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang h}akam itu bermaksud Mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.80
77Lihat  Syahrizal Abbas, op. cit., h. 184.
78Syiqa>q, adalah percekcokan atau perselisihan yang terjadi antara suami istri yang
diselesaikan oleh kedua orang juru damai (h}akam).
79Nuzyus, adalah meninggalkan kewajiban suami istri. Nusyus tidak hanya terjadi dari pihak
istri, tetapi juga dari pihak suami. Nusyus dari pihak suami  bersikap keras kepada istrinya; tidak mau
menggaulinya dan tidak bersedia memberi nafkah. Nusyuz dari pihak istri dapat berupa tidak patuh dan
taat kepada suaminya, tidak mengurus kepentingan rumah tangga dan meninggalkan rumah tanpa izin
suaminya.
80Departemen Agama RI., op. cit., h. 84.
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Ayat tersebut menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat
membantu pihak suami istri dalam mencari jalan penyelesaian perkara keluarga
mereka. Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak istri yang
akan bertindak sebagai mediator. Jadi dapat dipahami bahwa keberadaan mediator
untuk menyelesaikan perkara keluarga sangat urgen, karena peran mediator
memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan hubungan
rumah tangga. Alquran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam
perkara keluarga cukup penting, terutama jika suatu keluarga sudah menunjukkan
tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari pihak suami istri sudah
dapat mengutus mediator. Pihak keluarga tidak perlu menunggu terjadinya
perkara, tetapi merasakan adanya kekhawatiran terjadinya perkara suami istri,
sudah dapat diutus h}akam untuk menyelesaikan atau melakukan mediasi terhadap
perkara syiqa>q.81
Mediator dalam perkara keluarga dapat mengindentifikasi setiap persoalan,
dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada para pihak suami atau istri,
yang berperkara, tindakan yang ditempuh mediator hendaknya sangat hati-hati,
karena persoalan keluarga dianggap persoalan sensitif, dan membutuhkan
konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang retak.
Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka
mencipatakan perdamaian dan rekonsiliasi dalam keluarga yang berperkara.
Mediator menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan
tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.
81Lihat  Syahrizal Abbas, op. cit., h.192-193.
69
2. Perceraian dalam Hukum Nasional
Angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian
terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama
merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian
secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang  ٌ◌Perkawinan
serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai
dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan
Agama, dilihat dari putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan
dijelaskan, yaitu:
1) karena kematian
2) karena perceraian
3) karena putusan pengadilan82
Oleh karena itu, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya
perkawinan. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan adanya
hal penyebab perceraian. Tapi penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas juga
dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
pertama adalah melanggar hak dan kewajiban suami istri.83 Hak cerai dalam
82Republik Indonesia RI., Undang-Undang Perkawinan 2007 yang Dilengkapai dengan
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kompilasi
Hukum Islam (Cet. I; WIPRESS Wacana Intelektual, 2007), h. 11-12.
83Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 30 Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk
menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31: 1) Hak dan
kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga
dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan
perbuatan hukum; 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 1) Suami-istri
harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam
ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama. Pasal 33 Suami istri wajib saling cinta mencintai,
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Hukum Islam terletak pada suami. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama maupun
Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak dan serai gugat, ada perkawinan yang
putus karena li’an,84 khuluk,85 fasakh86 dan sebagainya.87
Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu
pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut
diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39
ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu pihak melanggar
hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum,
namun tidak ada kata kesepakatan di antara dua pihak untuk bercerai. Sebagai
contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 1)
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga
sesuai dengan kemampuannya; 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; 3) Jika
suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada
Pengadilan. Lihat Republik Indonesia RI., Undang-Undang Perkawinan, op. cit., h. 8.
84Li’an terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zina dan atau menginkari anak dalam
kandungan yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau penginkaran
tearsebut. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
85Khuluk harus berdasarkan alasan-alasan perceraian sesuai ketentuan  Pasal 116. Kompilasi
Hukum Islam (KHI). a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang susah disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
yang akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri; f) antara suami dan istri terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga; g) suami melanggar taklik-talak; h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan
terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
86Fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu
diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.
87http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom. (diakses 01 April
2010). h. 1.
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satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan telebih dahulu di depan pengadilan.
Karena pada dasarnya secara syar’i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan
emosi. Melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi
suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap.
Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi.88 Di pengadilan
sekarang sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI No.
01 Tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus
mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut kemudian di keluarkannya Perma RI
No. 02 Tahun 2003 jo Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
Melalui mediasi tersebut, banyak permohonan talak yang ditolak oleh
Pengadilan Agama, dengan beberapa alasan. Pertama, karena tidak sesuai dengan
ketentuan undang-undang. Kedua, positanya kabur, dan antara posita dan
petitum89nya bertentangan. Misalnya, istri minta cerai, tetapi dia minta nafkah
juga, dalam alasan perceraiannya, si istri menyebutkan bahwa suaminya tidak
memberi nafkah selama beberapa bulan berturut-turut.90
Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa
hasil positif. Lembaga mediasi ini selalu kembali pada syari. Alquran selalu
kembali pada lembaga h}akam itu. Jadi, h}akam dari pihak suami dan h}akam dari
pihak istri. Setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga
88Lihat  Syahrizal Abbas, loc. cit.
89Potitum, merupakan isi permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dalam surat
gugatannya.
90Lihat  Syahrizal Abbas, op. cit., h. 2.
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h}akam dan mengarah pada syiqa>q, sebisa mungkin menggunakan lembaga
mediasi.91
Alasan-alasan cerai yang disebutkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang pertama tentunya adalah apabila salah satu pihak
berbuat yang tidak sesuai dengan syariat atau dalam undang-undang tersebut
dikatakan, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, terus kemudian
salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut.
Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar
dalam jangka waktu yang lama, maka istri tetap dapat mengajukan permohonan
cerai melalui putusan verstek.92 Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila
salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena frigid
atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami)
melakukan kekejaman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan satu alasan
lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad. Maka
perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan,
sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan dengan agama (murtad)
pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan Agama
hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan
permohonan ataupun gugatan cerai.93
91Ibid.
92Verstek, merupakan gugatan penggugat dikabulkan dengan putusan di luar hadir tergugat
(vestek) karena terguggat tidak datang setelah dipanggil dengan patut; keputusan sidang atau vonis
yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat atau terdakwa. Marwan & Jimmy, Kamus Hukum,
op. cit., h. 635.
93Lihat  Syahrizal Abbas, loc. cit.
73
Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada
Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami
mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat
tinggal si istri. Apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga
diajukan ke pengadilan tempat tinggal istri, dalam hal ini, seorang istri memang
mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Setelah cerai,
maka bagi istri berlaku masa tunggu (masa iddah), yaitu selama tiga kali suci
sekurang-kurangnya sembilan puluh hari.94 Bagi wanita yang sedang hamil, maka
masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan.95 Masa iddah tersebut berlaku
ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Namun untuk kasus cerai talak,
maka masa iddah berlaku setelah permohonan talak suami dilegalkan oleh
Pengadilan Agama.96
Apabila masa iddah telah lewat dan mantan suami istri ingin kembali
rujuk, maka mereka pun dapat kembali rujuk, namun harus dilihat jenis talaknya
terlebih dahulu. Secara umum, talak artinya adalah kembali. Terdapat dua jenis
talak, yaitu talak ba>in dan talak raj’i. Talak raj’i adalah talak yang diucapkan oleh
suami, dan apabila ingin rujuk dalam masa iddah, maka tidak perlu ada akad nikah
baru. Cukup adanya pernyataan dari pihak suami bahwa mereka sudah rujuk.
Sedangkan untuk talak ba’in, yaitu perceraian karena diajukan oleh sang istri.
Talak ba’in terdiri atas dua jenis, yaitu ba’in kubra> dan ba’in sugra>. Talak ba’in
kubra> dapat diupayakan rujuk, namun harus melalui penghalalan (muhalil).
94Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 135 bagian (b).
95Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 135 bagian (c).
96Lihat  Syahrizal Abbas, loc. cit.
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Sedangkan untuk ba’in sugra> terlepas dari adanya masa iddah atau tidak, tetap
harus melalui akad nikah untuk rujuk dan harus melewati proses pernikahan
sebagaimana awal menikahannya.97
C. Eksistensi Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
yang khusus untuk menangani perkara perdata yang menjadi kewenangan
Pengadilan tingkat pertama. Maka dengan adanya Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat mewujudkan nilai keadilan antara
para pihak yang berperkara khususnya dalam perkara perceraian sesuai kajian
tesis ini, karena dengan mediasi/perdamaian yang merupakan putusan yang adil,
sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan tetap dianggap tidak adil bagi pihak
yang kalah, begitu pula sebaliknya bagaimanapun zalimnya suatu putusan tetap
dianggap adil bagi pihak yang menang.
1. Perwujudan keadilan
Sejalan dengan ajaran Islam. Islam telah memberikan kedudukan yang adil
antara orang yang kuat dengan orang yang lemah. Muslim berkewajiban
menegakkan keadilan, dan harus menolak ketidakadilan baik terhadap personal
maupun struktural. Sesuai dengan Q.S. al-Nahl/16 : 90.
                       
             
97Ibid.
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Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.98
Ajaran Islam, keadilan Tuhan berkaitan dengan wahyu dan kebijaksanaan
yang dibawa Nabi Muhammad. Keadilan yang berdasarkan wahyu Tuhan dapat
diterapkan pada setiap orang dan pada setiap tempat. Keadilan Tuhan cukup
abstrak dan memerlukan ijtihad dalam implementasinya. Para serjana muslim
menyakini bahwa keadilan Tuhan adalah keadilan tertinggi, dan mereka berusaha
menemukan kriterianya dalam seperangkat nilai dan norma yang tertuang dalam
wahyu  Tuhan dan tradisi Nabi Muhammad.99
Ibn Khaldun berpandangan yang dikutib dalam bukunya Zyahrizal Abbas
berjudul Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum
Nasional, bahwa keadilan Tuhan harus diperoleh dengan mencari sejumlah
kriteria dan asumsi berdasarkan akal, wahyu, dan kebiasaan sosial. Kriteria dan
asumsi keadilan terdiri atas;
1) Keadilan diketahui seseorang melalui akal dan wahyu
2) Keadilan merupakan perwujudan tertinggi perbuatan manusia atau emanasi
dari Tuhan
3) Orang percaya hanya Tuhan sebagai subjek keadilan dan yang lain adalah
sebagai objek keadilan
98Departemen Agama RI., op. cit., h. 277.
99Lihat Zyahrizal Abbas, op. cit., h. 189-190.
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4) Standar keadilan wahyu atau akal, karena keduanya dapat menentukan benar
atau salah.100
Olehnya itu, resolusi konflik dan penyelesaian perkara bertujuan untuk
mewujudkan keadilan, tidak hanya bagi para pihak, tetapi bagi seluruh
masyarakat.
2. Perwujudan damai
Pada umumnya komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian
perkara. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif
menyelesaikan perkara, sehingga dapat menghindari kekerasan dan meringankan
biaya. Pihak ketiga adalah merupakan bagian integral dalam intervensi
membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan
membantu memperbaiki hubungan silatuhrahmi. Islam mendorong intervensi
aktif, khususnya di antara sesama muslim firman Allah Q.S. al-Hujurat/49:9-10.
                   
                      
               
Terjemahnya
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku
adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.101
100Ibid.
101Departemen Agama RI., loc. cit.
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Esensi dari ayat tersebut mendukung konsep mediasi dan arbitarase dalam
penyelesaian perkara secara fair dengan interfensi fihak ketiga. Misi Islam dalam
ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan
konflik secara damai. Mereka mesti mengadakan rekonsiliasi dengan setiap pihak,
karena rekonsiliasi adalah jalan terbaik penyelesaian konflik/perkara. Sesuai
dengan firman Allah Q.S. an-Nisa/4:114.
                        
                       
 
Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.102
Singkatnya, Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam
penyelesaian perkara. Islam menawarkan pendekatan damai dan non-kekerasan,
melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik. Hal
ini dapat dilakukan para sarjana, praktisi hukum, hakim, dan pengacara sebagai
suatu strategi dalam penyelesaian perkara.
3. H}akam dalam mediasi terhadap perkara perceraian
H}akam ialah orang yang ditetapkan pengadilan, dari pihak keluarga suami
atau pihak keluarga istri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap
syiqa>q. Yahya Harahap memberi sinonim “arbitrator” sebagai kata yang sepadan
102Ibid., h. 101.
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dengan h}akam.103 Menurutnya h}akam dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu
orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga istri, dengan
persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu
bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami
istri, sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka
masing-masing. Adapun yang menjadi landasan hukum pemberlakuan h}akam
dalam bidang perceraian.104 Sesuai dengan Q.S. an-Nisa/2:35.
                        
         
Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatirkan ada perperkaraan antara keduanya, Maka kirimlah
seorang h}akam dari keluarga laki-laki dan seorang h}akam dari keluarga
perempuan. jika kedua orang h}akam itu bermaksud Mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.105
Meskipun ayat tersebut memberikan petunjuk dalam bentuk perintah,
namun para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai eksistensi h}akam
dalam menyelesaikan masalah perceraian. Ulama dari Mazhab al-Syafi'i > (wafat
204 H/820 M) mengharuskan adanya h}akam dalam perceraian yang muncul akibat
syiqa>q, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarqawi ala>t Tah}riyr106 menurut
pendapat yang lain, bahwa pengangkatan h}akam hanyalah jaiz (boleh saja).107
103Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), h. 248.
104Sugiri Permana, “Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama”
Artikel, www.badilag.net (Kamis, 01 April 2010), h. 9.
105Departemen Agama RI., op. cit., h. 84.
106Syarqawi, Alat-Tah}riyr, juz. III (t.t.; tp.: t.th.),  h. 372.
107Pendapat ini diintrodusir oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid.
79
Ditemukan pula pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 jo
No. 3 Tahun 2006 jo No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. H}akam
adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak ke1uarga suami atau pihak
keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan
terhadap syiqa>q.108
Pengangkatan seorang h}akam dalam hukum acara Peradilan Agama
dilakukan setelah sebelumnya didengar keterangan pihak keluarga atau orang-
orang dekat dengan para pihak. Setidaknya ada tiga pasal peraturan perundang-
undangan yang mengharuskan kehadiran keluarga ataupun kerabat dekat dalam
suatu proses persidangan. Ketentuan tersebut terdapat pada:
1. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.
Perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim
apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan
suami istri.109
2. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqa>q, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dari suami istri.110
3. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat
diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab
108Sugiri Permana, op. cit., h. 10.
109Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan 2007, Undang-Undang RI No. 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta:
WIPRESS Wacana Intelektual, 2007), h. 53.
110Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2006), h. 208.
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perselisihan dan pertengkaran itu adalah setelah mendengarkan pihak
keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.111
Bila dibandingkan antara hukum normatif dan hukum positif mengenai
keberadaan h}akam, akan nampak adanya pergeseran status hukum h}akam dalam
pandangan hukum Islam (yang diwakili oleh al Syafi’i >) dengan h}akam yang
terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum Islam mengharuskan
adanya h}akam dalam perceraian yang terjadi dengan alasan syiqa>q, sementara itu
h}akam diangkat dari pihak keluarga suami dan istri,112 sedangkan h}akam dalam
Undang-Undang Peradilan Agama hanya sebatas anjuran yang tidak mengikat
sesuai Pasal 76 ayat 2 UU RI No. 7 Tahun 1989 jo UU RI No. 03 Tahun 2006 jo
50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.113
Di sisi lain h}akam dianggap tidak efektif ketika kasus perceraian yang
dihadapi oleh hakim ternyata kedua belah pihak telah menyadari bahwa
perceraian akan lebih baik dari pada harus mempertahankan rumah tangganya.
Pada saat seperti ini implementasi h}akam diterapkan, pendapat ulama selain al-
Syafi’i > mengenai status h}akam sebagai fakultatif bukan imperatif.114 Namun sejak
adanya Perma RI No. 02 Tahun 2003 yang direvisi dengan Perma RI No. 01
111Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi dengan Undang-Undang RI No. 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Cet.
II; Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), h. 43.
112Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta,
Yayasan Al Hikmah, 2001), h. 271.
113Republik Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 76
ayat (2) pengaadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat perperkaraan antara suami istri
dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk
menjadi h}akam.
114Sugiri Permana, op. cit., h. 11.
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Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka mediasi menjadi wajib
dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan dianggap batal demi hukum.
D. Kerangka Pikir
Secara umum dalam Alquran, hadis, dan undang-undang, yang terkait
dengan mediasi115 atau arbitrase116 (is}la>h) maupun cara-cara lain penyelesaian
perkara di luar proses pengadilan di-equivalensi-kan dengan pemeriksaan perkara
oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang diperkarakan dengan waktu
penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan para pihak dapat menyelesaikan
perkara tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya.
Mediasi, arbitrase atau cara-cara lain penyelesaian perkara di luar proses
pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan perkara bukan sekedar
memutuskan perkara atau perselisihan.117 Sejalan dengan firman Allah dalam Q.S.
as-Syura /42: 38.
        
Terjemahnya:
“Mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”118
Pada ayat Alquran tersebut Allah swt., menganjurkan kepada manusia agar
dapat menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat
mediasi yang sifat penyelesaian perkaranya bersifat konsensus (kesepakatan)
115Mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator Pasal 1 ayat (7).
116Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai
yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan perkara yang timbul
sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.
117Lihat Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara (Jakarta: PT
Fikahati Aneska, 2002), h. iii.
118Departemen Agama RI., op. cit., h.  487.
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dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.
Serta hadis Rasulullah saw.
 ُﺢْﻠﱡﺼﻟا ٌِﺰﺋﺎَﺟ َْﲔَـﺑ َْﲔِﻣ◌ِِﻞْﺴﻤُﻟا ﱠﻻِا◌ِﺎًﺤُﻴِﻠَﺻمﱠﺮَﺣ ًﻻَﻼَﺣ◌َ َْوا ﱠﻞَﺣَاﺎًﻣَاﺮَﺣ َنْﻮُﻤِﻠْﺴُﻤْﻟاَو َﻰﻠَﻋ ِ◌◌ِِﻪِﻃُوُﺮُﺷ ﱠﻻِا ْم
 ًﻻَﻼَﺣ َمﱠﺮَﺣ ًﺎﻃْوُﺮُﺷ َا ْوﺎًﻣاَﺮَﺣ ﱠﻞَﺣَا119
Artinya:
Perdamaian hukumnya jaiz (boleh) bagi kaum muslimin kecuali perdamaian
yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau perdamaian yang menghalalkan
sesuatu yang haram. Kaum muslimin harus berpegang teguh atas syarat-syarat
perdamaian, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau
syarat yang menghalalkan yang haram.
Mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami
perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun tidak dianjurkan
perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena kesepakatan para
pihak.
Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia seperti:
a. UU RI Dasar 1945; b. Herziene Indonesisch Reglement (HIR); c.
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg); d. UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman; e. UU RI No. 7 Tahun 1989 jo UU RI No. 03Tahun 2006
jo UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama; f. UU RI No. 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara; g. Perma RI No. 02
Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; h. Badan Arbitrase Syariah
(BASYARNAS); i. Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
119Muhammad Abd ar Rahman Tuhfah al Ah}wa>zi (Bi Syarh Ja>mi at-Tirmizi) (t.t.; Da>r al Fikr,
t.t.) IV: 486 Hadits Nomor 1352 “Kitab al-Ah}ka>m.” Bab Ma >Z}ukira an Rasululla>h Salalla>h}u Alai>h.
wa Salam fi> Sulh Bain an-Na>z, Hadits ini Hasan Sahih diriwayatkan dari Katsir bin Abdillah bin
Umar bin Auf al-Muzniy dari ayahnya dari kakeknya.
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Mengingat pada intinya baik badan peradilan maupun pranata mediasi,
arbitrase atau cara-cara lain penyelesaian perkara adalah penyelesaian atas sebuah
perkara atau perselisihan, maka perlu diketahui tentang pendekatan (baik
etimologi atau terminologi) tentang perkara tersebut.
Untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penelitian
ini khusus mengenai konsep efektivitas pelaksanaan hukum juga merupakan
landasan teoretis penulis pada permasalahan efektivitas Perma RI No. 01 Tahun
2008 tentang Mediasi sebagai alternatif  penyelesaian perkara di luar pengadilan,
penulis mem-visualisasi-kan sebagai berikut:
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Skema Kerangka Pikir
Tataran Konsep
Tataran Empiris
Keterangan:
----- :Garis putus-putus adalah batas pemisah antara tataran konsep dan empiris
:Garis panah mendatar adalah garis antara dua tataran
:Garis panah ke bawah adalah garis dialektika
:Kotak pendek dan panjang adalah konsep dan variabel
Alquran
Hadis
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan
Teori efektivitas
perundang-undangan
Hambatan
Memfungsikan asas
sederhana cepat dan biaya
ringan
Efektif
Internal Eksternal
Tidak efektif
Tantangan
Teori Mediasi
85
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriktif analisis1 dan termasuk
penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan jenis kuantitatif melalui
observasi, dekomentasi, wawancara, dan kuesioner. Penelitian deskrikptif ini
bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai
peraturan perundang-undangan dalam hal ini efektivitas pelaksanaan Perma RI
No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara
perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yakni berupa fakta-fakta,
keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan multy dicipliner
yaitu:
a. Pendekatan teologis normatif (syar’i)
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih
yang bersumber dari Alquran dan hadis terhadap is}la>h (perdamaian).
1Menurut  Jujun S. Suriasumantri, deskriptif analisis adalah metode yang dipergunakn untuk
meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang telah tertuang dalam bentuk media cetak, baik
berbentuk naskah primer maupun naskah skunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya. Lihat
Jujun S. Suriasumantri, “Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Pradigma
keberagamaan” dan M. Deden Ridwan, (ed al)., Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan
Antardisiplin Ilmu (Bandung: Nuansa, 2001), h. 68.
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b. Pendekatan yuridis perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang terkait dengan pembahasan2 dalam hal ini adalah ketentuan
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
c. Pendekatan historis (historical approach)
Pendekatan ini digunakan untuk membantu penelitian mengetahui dan
memahami aturan hukum dari waktu ke waktu.3
d. Pendekatan Sosiologis (sociological approach)
Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan
dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah
kebijakan pemerintah relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat
Indonesia.4
e. Pendekatan Psikologis (psikological approach)
Ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala prilaku yang dapat
diamati. Perilaku seseorang yang tampak di luar terjadi karena sikap jiwa atau
keyakinan yang dimilikinya.5
Kelima pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi
terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar).
2Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.
3Ibid., h. 126.
4Soerjono Soekanto, Sosiologi; Sebuah Pengantar (Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 18
dan 53.
5Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 76.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan
Km 14 Daya dan termasuk Pengadilan Agama Kelas 1A.6 Adapun fokus
penelitian ini adalah tentang efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian sebagai objek
penelitian.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan yaitu mulai bulan
Maret-Mei 2010. Jalannya penelitian dilakukan secara bertahap, yaitu tahap
persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
Tahap persiapan berupa kegiatan pengumpulan data sekunder dari kantor
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang mempunyai data yang dibutuhkan
dalam penelitian ini, serta tentu saja buku-buku, undang-undang dan tulisan-
tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Tahap pelaksanaan berupa penentuan subyek penelitian sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan dengan melakukan wawancara dan menggunakan
kuesioner untuk mengetahui hambatan dan tantangan pelaksanan mediasi serta
efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.
C. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek dalam penelitian. Adapun tata cara dan
proses pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan sampling jenuh adalah
6Pengadilan Agama 1A Makassar merupakan pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan
Tinggi Agama Makassar.
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teknik penetuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Hal ini sering dilakukan jika populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau
penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan relatif kecil. Istilah lain
sampel jenuh adalah sensus, yang semua anggota populasi dijadikan sampel.7
Maka yang diambil sebagai sampel pada penelitain ini hanya 20 orang.
Sebahagian dari hakim mediator, penitera, jurusita, pengacara, dan pencari
keadilan.
No Responden/Sampel Jumlah Keterangan
1 Hakim Mediator 12 orang -
2 Penitera 2 orang -
3 Jurusita 2 orang -
4 Pengacara 2 orang -
5 Pencari keadilan 2 orang -
Jumlah 20 orang -
D. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:
1. Data primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait
yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi,
wawancara dan kuesioner.
7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Cet. IV; Bandung:
Alfabet, 2009), h. 85.
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2. Data sekunder
Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah
yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui
maupun mengenai suatu gagasan (idea).8
Bahan/sumber skunder antara lain mencakup:
a. Buku-buku
b. Undang-undang
c. Artikel
d. Tesis dan skripsi
e. Majalah hukum
f. Ensiklopedi
g. Kamus
h. Bahan acuan lainnya.
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk
mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian dan dengan cara
memantau dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh mediator, hakim, penitera dan
jurusita dalam efektivitas mediasi di Pengadilan Agama.9 Teknik observasi yang
8Lihat Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika,
2008), h. 51.
9Lihat Ibid., h.58. Observasi terdapat dua macam yakni observasi murni dan terlibat.
Observasi murni dengan mengamati secara langsung tapi tidak merubah keadaan objek akan
kedatangan peneliti. Sedangkan observasi terlibat, peneliti melibatkan diri secara langsung pada
aktivitas objek. Lihat juga. Bogdan R.C dan N. Biken S.K Qualitatif Research for Education and
Intrucduction to  Theory (Oston, USA: Aly and Bacon, Inc, 1990), h. 132.
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digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu penelitian tidak terlibat
secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Adapun yang menjadi objek
observasi adalah pelaksanaan mediasi.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mendapatkan data skunder dengan cara mempelajari
dan mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan kegiatan dan lain-lain yang
berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dalam arti luas dapat berupa
gambar, foto, parasasti, patung, film dan sebagainya.10
3. Wawancara
Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh
informasi dari responden.11 Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan
data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan
ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang
dikemukakan oleh informan.12 Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam
wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan
pedoman wawancara.
4. Kuesioner
Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang
disusun dengan pilihan jawaban yang didistribusikan kepada responden untuk
dijawab atau diisi yang berkaitan dengan efektif atau tidaknya Pelaksanaan Perma
10Sugiyono, op. cit., h. 329.
11Lihat Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95.
Lihat juga, Soemitro Romy, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1990), h. 71.
12Sugiyono, op. cit., h. 320.
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RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar.
F. Metode Pengelolaan dan Analisis Data
Data yang telah dikumpulakan diolah dengan teknik analisis deskriptif
kuatitatif atau kualitatif interpretatif. Metode pengelolaan mengikuti teori Miles
dan Huerman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono bahwa “proses pengelolahan
data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data penyajian data (data display), dan
verifikasi/penarikan kesimpulan”.13
Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan mengecek secara
berulang, mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai sumber, baik
dekumentasi observasi, wawancara maupun kuesioner. Reduksi data, yaitu data
yang sudah dikumpulkan kemudian dirangkum, memilih hal-hal yang diperlukan
dan hal-hal yang tidak diperlukan. Data yang terkait dengan penelitian
diklasifikasikan dan diberi kode sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data
dalam penelitian ini adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian untuk
menyederhanakan, mengabstrakan data dan transformasi data kasar yang
diperoleh.
Penyajian data yaitu data yang sudah dipilih dan diorganisir, data yang
sifatnya kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data yang sifatnya
kualitatif seperti pernyataan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.
Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan  terhadap data yang telah
disajikan. Adapun dalam penarikan kesimpulan, penulis membuat kesimpulan-
13Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Cet. VI; Bandung: Alfabet, 2008), h. 300.
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kesimpulan yang sifatnya longgar dan terbuka, baik dari hasil dokumentasi
observasi,  wawancara  dan kuesioner.
Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis
induktif, yaitu data yang diperoleh/ditemukan di lapangan dianalisis kemudian
menarik suatu kesimpulan.
Selain dari analisis data yang dikemukakan di atas, peneliti juga
menggunakan teknik statistik deskriptif14 dengan rumus:
Persentase (%) yaitu:
F
P = X 100
N
Keterangan:
P : Angka Persentase
F : Frekuensi
N : Jumlah Responden15
Pengolahan data selanjutnya, penulis menjabarkannya dengan
menggunakan model deduktif dan induktif .
14Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi dan digunakan bila peneliti hanya ingin
mendeskripsikan data sampel. Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: CV
Alfabeta, 2005), h. 169.
15Anas Sugiyono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. XIV; Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.
40.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar
a. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Sebelum digambarkan tentang perkara perceraian terlebih dahulu penulis
memberikan gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
dalam Visi dan Misinya sebagai berikut:
1) Visi
Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yaitu: Terwujudnya
Pengadilan Agama Makassar yang bersih, beribawa, dan profesional dalam
penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.1
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang bersih, mengandung makna
bersih dari pengaruh non hukum baik bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme,
maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas
KKN merupakan topik yang selalu di kedepankan pada era reformasi.
Tergabungnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum
menjadi persyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.2
Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan
1Lihat Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008, h. 5.
2Ibid., h. 6.
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perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dalam
kharisma sandaran keadilan masyarakat.3
Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam
penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme memanejemen
lembaga peradilan sehingga hukum dan peradilan yang diharapkan dapat
terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat
dirasakan oleh segenap masyarakat.4
2) Misi
Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang telah
ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama adalah:
1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tartib administrasi dan menajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.5
Misi pertama, “Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam
proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang
bersih, beribawa dan profesional, maka pelaksanaan proses peradilan harus
diwujudkan dengan transparan. Wajudnya nyata transparan adalah proses yang
cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif
terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat.
Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses
ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang
3Lihat Ibid.
4Lihat Ibid., h. 6-7.
5Ibid., h. 8.
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mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan
kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.6
Misi kedua, “Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.”
Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya peningkatan
sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal
kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan (1) menjaga agar
pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola
secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya; (3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik
bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian
perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.7
Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya
preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan
yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat
terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat.8
Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan  dan
kritikan terhadap lembaga peradilan.
Misi ketiga, “Mewujudkan tertib administrasi dan menajemen peradilan”.
Administrasi dan menajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola
6Ibid.
7Ibid., h. 8.
8Ibid., h. 9.
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administrasi dan menajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya
visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan menajmen yang
telah ditetapkan merupakan hal yang urgen, perubahan birokrasi atau reformasi
birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi
hukum.9
Misi keempat, “Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.” Mengandung
makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut
mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang
memadai, sarana keuangan yang cukup  dan lain-lain.10
3) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Ketua Drs. Khaeril R, M.H
Wakil Ketua Drs. Domiri, S.H., M. Hum
Hakim Drs. H. Lahiya, S.H., M.H Dra.
Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H
Drs. H. Mustamin Dahlan, M.H
Drs. H. M. Hatta, M.H
Dra. H. Saniati Harun, M.H
H. Mahmuddin S, S.Ag., S.H
Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H Drs.
H. Yahya Amin
Dra. Hj. Fatimah Adnan, S.H
Drs. Muh. Sunusi Rabang, S.H., M.H
Dra. Hj. Hasnah Munggu
Dra. Hj. A. Syamsiah HAM
Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H
Drs. H. Pandi, S.H., M.H
Drs. Syahidal
Drs. Faisal, M.H
9Ibid., h. 9.
10Ibid.
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Dra. Bannasari
Penitera/Sekretaris Drs. Abd. Razak
Wakil Penitera Hartanto
Penitera Muda Permohonan Hartinah, S.H
Penitera Muda Hukum Abd. Razak Said, S.H
Kasubang Kepegawaian Ahmad Shollhin, S. Ag
Kasubang Keuangan Fatimah AD, S.H., M.H
Kasubang Umum Abdul Rahaman, S.H
Penitera Pengganti Dra. Hj. Fatmawati, M.H
Dra. Hj. Hajar Makkawaru
Dra Hj. Rifqah Sulaiman
Hj. St. Bunga, S.Ag
Drs. Suharto
Dra. Hj. St. Hafiah S
Drs. Abd Rasyid P
Dra. Hanisang
Drs. Amiruddin
Dra Sukmawati
Dra. Nurhayati Efenddi
Aminah Amin daus, S.H
Haerul Ahmad, S.H
Dra. Jawariah
Hj. St. Hajar, S.H
Hj. Salwa , S.H
Hj. St. Munirah, S.H
H. M. Sunusi, M.H
Drs. Haeruddin
Thahirah
Salmah N, BA
H. A. Muh. Yahya Challd
Muh. Fuadathoni, S.Ag
Hj. Pertaniani, S. H
Jurusita Agus Salim Razak, S.H
Muhammad Arfah, S.H
Jurusita Pengganti Umar Lanna, S.H
Drs. Misi, S.Ag
Aris, S.H
Bachra, S.HI
Hj. Erni Wahyuni, S.Ag
Hj. Nurhayati K. S.HI
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Umar Boften
Syahruni, S.H. M.H
Muh. Sabir, S.H
Taufik
Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun
2009
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terdiri dari
unsur Jabatan Fungsional dan Struktural, dalam komposisinya Ketua sebagai
pucuk pimpinan didampingi oleh Wakil Ketua, selanjutnya Hakim sebagai pejabat
negara yang masuk dalam jabatan fungsional menjalankan tugas pokoknya yaitu
menerima, memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya.11
Selain itu, Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh Penitera/Sekretaris untuk
menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun karena
keterbatasannya, maka seorang Penitera/Sekretaris dibantu oleh Penitera
Pengganti dan Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas
mendampingi Mejelis Hakim dalam persidangan dan melaksanakan tugas-tugas
kejurusitaan. Di sisi lain, Penitera/Sekretaris dibantu pula oleh Wakil Penitera dan
Wakil Sekretaris sebagai penanggung jawab kegiatan administrasi baik
administrasi perkara maupun administrasi umum.12
Terkait menjalankan tugas-tugasnya, seorang Wakil Penitera dibantu oleh
Penitera Muda, yakni Penitera Muda Gugatan, Penitera Muda Permohonan dan
Penitera Muda Hukum yang semuanya bertanggung jawab kepada Wakil Penitera.
Begitu pula dengan Wakil Sekretaris, ia dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian,
yakni Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub
11Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 2009. h. 40.
12Ibid.
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Bagian Kepegawaian, ketiga sub bagian tersebut bertanggung jawab kepada
Wakil Sekretaris.13
Tabel 1
Daftar Mediator Pengadilan Agama Makassar Tahun 2009 SK. KPA. Nomor. IV-
20-A1/35/HM. 00/SK/2008 Tanggal 24 November 2008
No Nama tempat lahir Pendidikan Jabatan
1 Drs. H. M. Hatta, M.H
Bone Tahun 1959
S2 Hakim Madya Utama/IVc
2 Dra. Hj. Mardawiyah Haking, SH. MH.
Watampone Tahun 1954
S2 Hakim Madya Utama/IVc
3 Drs. Hj. Saniati Harun, M.H
Bontonompo Tahun 1954
S2 Hakim Madya Utama/IVc
4 Dra.Hj. Murni Djuddin
Watampone Tahun 1951
S1 Hakim Madya Muda/IVb
5 Dra. Hj. Hasnah Munggu
Watampone Tahun 1951
S1 Hakim Madya Muda/IVb
6 Dra. Hj. Nadirah Basir, SH. MH.
Watampone
S2 Hakim Madya Muda/IVb
7 Dra. Hj. A. Syamsiah HAM
Sengkang, 1 November 1947
S1 Hakim Madya Muda/IVb
8 Dra. Bunnasari
Ujung Pandang Tahun 1960
S1 Hakim Madya Pertama/IVA
9 Drs. Sahidal
Pangkep, 17 Maret 1963
S1 Hakim Madya Pertama/IVa
10 Drs. Faisal, M.H.
Polmas 1958
S2 Hakim Madya Pertama/IVa
11 Bukrim, SH.
Banyuwangi, 16 Agustus 1962
S1 Hakim Madya Pertama/IVa
13Ibid., h. 40-41.
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12 Drs. H. Mustamin Dahlan, M.H.
Bone, 31 Desember 1954
S1 Hakim Madya Utama/IVc
13 Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
Kanung, 29 September 1960
S2 Hakim Madya Pertama/IVa
Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun
2009
Keterangan
 Biaya mediator yang bukan hakim ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan
tidak  termasuk biaya dalam perkara
 Bagi yang memilih mediator hakim tidak memungut biaya
Daftar mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar bertujuan untuk
memudahkan para pihak untuk memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan
daftar mediator sekurang-kurangnya lima nama mediator disertai latar belakang
pendidikan atau pengalaman para mediator. Ketua Pengadilan menetapkan nama-
nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator, Jika dalam
wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat,
semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar
mediator. Namun mediator yang bukan hakim yang bersertifikat dapat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan
dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan. Setelah memeriksa dan
memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon
dalam daftar mediator. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan
memperbarui daftar mediator dan Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama
mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena
mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidak aktifan setelah penugasan dan pelanggaran
atas pedoman perilaku.
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Adapun cara memperoleh sertifikat mediator sama saja antara hakim dan
bukan hakim harus ikut trening selama 40 jam yang diadakan oleh Mahkmah Agung,
ikut ujian dan apabila lulus baru bisa mendapatkan sertifikat mediator.
b. Gambaran Umum Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sesuai dengan bidang tugas yang
telah ditentukan oleh undang-undang, yang meliputi jenis perkara perdata. Bidang
Yudisial, Bidang Administrasi Kepanitraan. Kasus Perceraian yang terjadi di
Pengadilan Agama lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang lain yang
menjadi kewenanagan Pengadilan Agama14 terutama kasus cerai gugat15 lebih
banyak dibandingkan cerai talak16 dengan beberapa faktor penyebab antara lain:
a) faktor moral; b) meninggalkan kewajiban; c) menyakiti jasmani; d) terus
menerus berselisih; e) cacat biologis; f) lain-lain.
14Kewenanagan Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.
infaq; h. sadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.
15Cerai gugat yaitu seorang istri yang memohon ke Pengadilan Agama agar di ceraikan oleh
suaminya. Melalui proses pemanggilan, pemeriksaan dan pembuktian pada tahap sidang oleh hakim.
Adapun akibat putusannya adalah talak ba’in sugra karena dari awal memang istri sudah minta untuk
diceraikan. Sahidal, Hakim Mediator, Wawancara  penulis  di ruang hakim Kantor Pengadilan Agama
Makassar, Selasa, 23 Maret 2010.
16Cerai talak yaitu seorang suami yang menggugat istrinya di Pengadilan Agama dengan
tujuan untuk menceraikannya. Melalui proses pemanggilan, pemeriksaan, dan pembuktian pada tahap
sidang oleh hakim. Adapun akibat putusannya adalah talak raj’i sebab apabila seorang suami berubah
pikiran dan ingin merujuk kembali istrinya maka boleh selama dalam masa iddah, Ibid.
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Adapun contoh laporan hasil mediasi pada perkara perceraian sebagai
berikut:
LAPORAN HASIL MEDIASI
Berdasarkan penetapan penunjukan hakim mediator oleh mejelis yang
memeriksa dan mengadili perkara Nomor 79/Pdt. G/2009/PA. Mks yang terdaftar
dikepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tanggal 16 Juli 2009 dalam
perkara cerai gugat antara:
Nurfauziyah binti M. Faizin, sebagai Penggugat
Melawan
Irwan Zainuddin bin Zainuddin Nur, sebagai Tergugat
1. Bahwa mediator telah berupaya melaksanakan mediasi kepada kedua belah
pihak pada hari selasa, tanggal 11 Agustus 2009 dan 18 Agustus 2009.
2. Bahwa kedua belah pihak datang menghadap mediator pada saat pelaksanaan
mediasi.
3. Bahwa penggugat dapat mengubah prinsipnya untuk bercerai dengan
tergugat.
4. Bahwa oleh karena pihak penggugat dapat mengubah perinsipnya, maka
mediasi tersebut dinyatakan berhasil.
Demikian ini dibuat.
Makassar, 19 Agustus 2009
Mediator
Drs. Faisal, M. H
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LAPORAN HASIL MEDIASI
Nomor: 1170/Pdt. G/2009/PA. Mks.
Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mejelis Hakim Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar Nomor: 1170/Pdt. G/2009/PA. Mks. Tanggal 12 November
2009 tentang Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara antara:
Nasira binti Taranca, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan-, tempat kediaman
di Komp. Puri Taman Sari, Blok A2, No. 1, Kelurahan Borong, Kecamatan
Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.
Melawan
Ismail Hasan bin Hasan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan
(Seminar), tempat kediaman di Komp. Puri Taman Sari, Blok A2, No. 1,
Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut
Terguggat.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini dilaporkan hasil
pelaksanaan mediasi sebagai berikut:
1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada Tanggal 12
November 2009 dan tanggal 24 November 2009, bertempat di Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar yang dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan
Tergugat tidak hadir mediasi walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut
pada hari dan tanggal tersebut di atas sehingga tidak tercapai kesepakatan.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut proses mediasi dinyatakan gagal.
Demikian laporan ini dibuat, selanjutnya perkara tersebut kami serahkan
kepada Majelis Hakim perkara a  quo guna pemeriksaan lebih lanjut.
Makassar, 24 November 2009
Mediator
Dra. Hj. Hasnah Munggu
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Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan
bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan
ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak
diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan
atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan,
mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada
kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan
atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada
hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan
perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim
untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki
kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan
perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang
menyatakan perkara telah selesai.
Tabel 2
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Jenis-jenis perkara yang diterima
Tahun 2008
No Jenis perkara Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
Pembatalan perkawinan
Cerai talak
Cerai gugat
Harta bersama
Penguasaan anak
Penunjukkan orang lain sebagai wali
Isbat nikah
Wali adal
4
422
764
12
2
24
62
1
105
9
10
11
12
Kewarisan
P3HP
Nafkah anak oleh ibu
Lain-lain
11
64
1
11
Jumlah perkara 1378
Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun
2008
Dari tabel di atas, dapat dilihat jenis-jenis perkara yang diterima
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2008. 4 perkara yang diterima
masalah pembatalan perkawinan, 422 perkara cerai talak, 764 perkara cerai gugat,
12 perkara harta bersama, 2 perkara penguasaan anak, 24 permohonan
penunjukkan orang lain sebagai wali, 64 perkara isbat nikah, 1 perkara wali adal,
11 perkara kewarisan, 64 perkara P3HP, 1 perkara nafkah anak oleh ibu dan 11
perkara lainnya. Olehnya itu, dapat dilihat bahwa kebanyakan perkara yang masuk
di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2008 adalah perkara cerai
gugat dibandingkan jenis perkara lainnya yang nenjadi kewenangan Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar.
Tabel 3
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Faktor-faktor penyebab perceraian
Tahun 2008
No Faktor-faktor penyebab perceraian Jumlah
1
2
3
4
Moral
Meninggalkan kewajiban
Menyakiti jasmani
Terus-menerus berselisih
200
291
202
493
Jumlah faktor-faktor penyebab perceraian 1186
Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Tahun 2008
106
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 200% faktor-faktor penyebab
perceraian pada tahun 2008 disebabkan karena faktor moral, 291% karena faktor
meninggalkan kewajiban, 202% karena faktor menyakiti jasmani dan 493%
karena faktor terus-menerus berselisih. Dari tebel tersebut dapat diketahui
kebanyakan penyebab berceraian yang terjadi pada tahun 2008 di pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar di sebabkan faktor terus-menerus berselisih.
Tabel 4
PENGADILAN AGAMA MAKASAAR
Statistik perbandingan cerai talak dan cerai gugat
Tahun 2008
Cerai Gugat 764 = 64 %
Carai Talak 422  = 36 %
Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Tahun 2008
Dilihat dari perbandingan cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2008 berdasarkan statistik
764=46% percaraian terjadi karena seorang istri yang menggugat suaminya untuk
diceraikan dan 422=36% percaraian terjadi karena seorang suami yang
mengajukan gugatan di Pengadilan Agama untuk mentalak istrinya.
Sesuai data yang diperoleh, dari beberapa persen data mengenai perkara
perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak hanya 5% yang berhasil dimediasi
(berdamai).17
17Laporan Perkara Perdata Agama yang Diproses Melalui Mediasi.
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Tabel 5
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Jenis-jenis perkara yang diterima
Tahun 2009
No Jenis perkara Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cerai gugat
Cerai talak
Kewarisan
Harta bersama
Pembatalan perkawinan
Gugatan nafkah anak
Izin poligami
Wasiat
Isbat nikah
Perwalian
Penetapan ahli waris
Wali adal
Pengangkatan anak
Dispensasi kawin
951
429
16
6
3
1
1
1
73
24
98
6
9
4
Jumlah perkara 1622
Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Tahun 2009
Sesuai dengan tabel di atas, dari jenis-jenis perkara yang diterima
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2009 yaitu 951 perkara cerai
gugat, 429 perkara cerai  talak, 16 perkara kewarisan, 6 perkara harta bersama, 3
perkara pembatalan perkawinan, 1 perkara gugatan nafkah anak, 1 perkara izin
poligami, 1 perkara wasiat, 73 isbat nikah, 24 perkara perwalian, 98 perkara
penetapan ahli waris, 6 perkara wali adal, 9 perkara pengangkatan anak dan 4
perkara dispensasi kawin. Dapat dilihat bahwa kebanyakan perkara yang masuk
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di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar adalah masalah ceai gugat (seorang istri
yang memohon ke Pengadilan Agama untuk diceraikan oleh suaminya).
Tabel 6
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Faktor-faktor penyebab perceraian
Tahun 2009
No Faktor-faktor penyebab perceraian Jumlah
1
2
3
4
5
6
Moral
Meninggalkan kewajiban
Menyakiti jasmani
Terus-menerus berselisih
Cacat biologis
Lain-lain
292
313
179
307
8
4
Jumlah faktor-faktor penyebab perceraian 1103
Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Tahun 2009
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa percaraian yang terjadi di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar  tahun 2009 disebabkan oleh beberapa
faktor. 292% perceraian terjadi disebabkan karena faktor moral, 313% karena
faktor meninggalkan kewajiban, 179% sisebabkan karena faktor menyakiti
jasmani, 307% disebabkan karena faktor terus-menerus berselisih, 9% disebabkan
karena faktor cacat biologis dan 4% disebabkan karena faktor yang lain. Jadi
dapat dilihat bahwa kebanyakan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar pada tahun 2009 di sebabkan karena faktor meninggalkan hak
dan kewajiban suami istri.
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Tabel 7
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Statistik perbandingan cerai talak dan cerai gugat
Tahun 2009
Cerai gugat 951 = 69 %
Carai talak 429 = 31 %
Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Tahun 2009
Dilihat dari perbandingan cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2009 berdasarkan statistik 951
=69 % percarai terjadi karena seorang istri yang menggugat suaminya untuk
diceraikan dan 429=31 % percaraian terjadi karena seorang suami yang mentalak
istrinya.
Sesuai data yang diperoleh, dari beberapa persen data mengenai perkara
perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak hanya 10% yang berhasil
dimediasi (berdamai).18
2. Konsep Dasar Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas
1A Makassar
a. Latar Belakang
Pada dasarnya muncul mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya
realitas sosial pada pengadilan sebagai satu lembaga penyelesaian perkara
dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan
masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor,
antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (waste of time),
pemeriksaan sangat formal (folrmalistic), sangat teknis (technically), dan perkara
18Laporan Perkara Perdata Agama yang Diproses Melalui Mediasi.
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yang masuk pengadilan sudah overloaded. Di samping itu, keputusan pengadilan
selalu diakhiri dengan menang dan kalah, maka kepastian hukum dipandang
merugikan salah satu pihak berperkara. Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara
melalui jalur mediasi, maka kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak
sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga
putusannya bersifat win-win solution19.
Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian,
ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk
menyelesaikan sengketa perkara perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan
mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara
di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma RI No. 01
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena proses mediasi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkara di pengadilan.
Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila
hakim melanggar atau enggan menggunakan proses mediasi, maka putusan hakim
batal demi hukum sebagaimana di sebutkan dalam Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.20
Pasal 2 ayat (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan
ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal
154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.21
19Lihat Muhammad Saifullah, “Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia”
www.badilag.net. (06 Februari 2010), h. 2.
20Lihat Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional (Cet. I; Jakarta: Pernada Media Group, 2009), h. 330.
21Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, Pasal 2 ayat (3).
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Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib
menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian
melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang
bersangkutan.
Pasal 4 Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan mengemukakan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua
sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara
yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan
Industrial, keberatan atas putusan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan
keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara perdata yang
dapat dilakukan mediasi adalah perkara perdata yang menjadi kewenangan
lingkungan pengadilan umum dan lingkup Pengadilan Agama.22
Pada prinsipnya mediasi pada lingkungan pengadilan dilakukan oleh
mediator yang berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator
yang sangat terbatas dan semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator,
maka Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
mengizinkan hakim menjadi mediator. Hakim yang menjadi mediator bukanlah
hakim yang sedang menangani perkara yang akan dimediasikan, tetapi hakim lain
yang ada di pengadilan tersebut. Mediator nonhakim dapat berpraktik di
pengadilan, bila memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti
pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi
22Lihat Syahrizal Abbas, loc. cit.
112
Mahkamah Agung RI sesuai dengan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.23
Pasal 5: ayat (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3)
dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada
asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti
pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh
akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.24
Mediasi sebagai bagian proses beracara di pengadilan mengikat hakim.
Hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi pada hari sidang yang telah
ditentukan yang dihadiri oleh para pihak. Mengingat pentingnya mediasi dalam
proses beracara, maka ketidak hadiran tergugat tidak menghalangi pelaksanaan
mediasi. Hakim atau kuasa hukum berkewajiban mendorong para pihak untuk
berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Adanya kewajiban
menjalankan mediasi, membuat hakim dapat menunda proses persidangan
perkara. Kaitannya dalam menjalankan mediasi para pihak bebas memilih
mediator yang disediakan oleh pengadilan atau mediator di luar pengadilan. Untuk
memudahkan memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan  daftar mediator
yang memuat sekurang-kurangnya lima nama mediator sesuai dengan latar
belakang pendidikannya atau pengalaman para mediator. Ketua pengadilan
mengevaluasi mediator dan memperbaharui daftar mediator setiap tahun25. Perma
RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pasal 9: ayat (7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator
dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena
23Ibid.
24Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1).
25Lihat Syarizal Abbas, op. cit., h. 313.
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mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan
pelanggaran atas pedoman perilaku.26
Bila para pihak yang memilih mediator hakim, maka baginya tidak
dipungut biaya apa pun, sedangkan bila memilih mediator nonhakim atau jasa
ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
disebutkan bahwa para pihak diwajibkan pada sidang pertama untuk memilih
mediator atau dua hari kerja sejak hari pertama sidang. Para pihak segera
menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majelis hakim, dan ketua mejelis
hakim memberitahukan kepada mediator untuk melaksanakan tugasnya. Bila
dalam masa dua hari sejak sidang pertama, para pihak tidak dapat bersepakat
memilih mediator, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka
memilih mediator kepada majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera
menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat kepada pengadilan
yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.27
Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 hari sejak mediator dipilih
oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua hakim majelis. Atas dasar kesepakatan
para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang 14 hari sejak berakhirnya
masa empat pulu hari. Selama proses mediasi berlangsung, mediator berkewajiban
menyiapkan jadwal mediasi, mendorong para pihak secara langsung berperan
dalam proses mediasi, dan bila dianggap perlu dapat melakukan Kaukus.
Kaitannya proses mediasi, mediator dapat melibatkan ahli seorang atau lebih
untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu
26Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, Pasal 9 Ayat (7).
27Syahrizal Abbas, loc. cit.
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menyelesaikan perbedaan pendapat para pihak. Pelibatan ahli atas dasar
persetujuan para pihak dan biaya untuk jasa ahli juga ditanggung oleh para pihak
berdasarkan  kesepakatan mereka.28
Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi menemui kegagalan
atau mencapai kesepakatan kepada ketua mejelis hakim. Mediasi dikatakan gagal
bila para pihak dan salah-satu pihak telah dua kali secara berturut-turut tidak
menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah
disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi
tanpa alasan yang sah. Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, para
pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan
yang disampaikan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak yang
sudah mencapai kesepakatan damai, wajib menghadap kepada hakim, pada hari
sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan damai. Para
pihak dapat memberikan kesepakatan damai kepada hakim untuk dikuatkan dalam
akta perdamaian.29
Bila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam 40 hari sejak para pihak
memilih mediator, maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa
proses mediasi telah gagal, dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera
setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka hakim melanjutkan pemeriksaan
perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.30
28Ibid., h. 314.
29Ibid.
30Ibid., h. 314-315.
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Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
memberikan peluang perdamaian bagi para pihak yang bukan hanya untuk tingkat
pertama, tetapi juga untuk ke tingkat banding, ke tingkat kasasi dan peninjauan
kembali. Dalam Pasal 21 Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan disebutkan bahwa para pihak atas kesepakatan mereka dapat
menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang diproses banding,
kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada
tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali selama perkara belum di putus.
Para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada
ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili, dan ketua tingkat pertama
segera memberitahukan kepada ketua pengadilan tingkat banding yang berwenang
atau ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh
perdamaian. Majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi dan peninjauan
kembali wajib menunda pemeriksaan perkara selama 14 hari kerja sejak menerima
pemberitahuan tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.31
Perdamaian terhadap perkara dalam proses banding, kasasi dan peninjauan
kembali dilaksanakan di pengadilan yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat
pertama atau ditempat lain atas persetujuan para pihak. Para pihak melalui
pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan kesepakatan secara tertulis kepada
majelis hakim tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali untuk dikuatkan
dalam bentuk perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim
31Ibid., h. 315.
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banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30
hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.32
b. Gambaran isi Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, di sahkan oleh Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 31 Juli 2008.
Perma ini terdiri dari delapan bab dan 27 Pasal.
Pada bab I berisi tentang Ketentuan Umum dan terdapat 6 Pasal. Pasal 2
berisi tentang ruang lingkup dan kekuatan berlaku Perma. Pasal 3 berisi tentang
biaya pemanggilan para pihak. Pasal 4 berisi tentang jenis perkara yang dimediasi.
Pasal 5 berisi tentang sertifikasi mediator. Pasal 6 berisi tentang sifat proses
mediasi. Bab II tentang Tahap Pra Mediasi terdiri dari 6 Pasal. Pasal 7 berisi
tentang kewajiban hakim memeriksa perkara dan kuasa hukum. Pasal 8 berisi
tentang hak para pihak memilih mediator. Pasal 9 berisi tentang honorarium
mediator. Pasal 11 berisi tentang batas waktu pemilihan mediator. Pasal 12 berisi
tentang menempuh mediasi dengan iktikad  baik. Bab III tentang Tahap-tahap
Proses Mediasi terdiri dari 7 Pasal. Pasal 13 berisi tentang penyerahan resume
perkara dan lama waktu proses mediasi. Pasal 14 berisi tentang kewenangan
mediator menyatakan mediasi gagal. Pasal 15 berisi tentang tugas-tugas mediator.
Pasal 16 berisi tentang keterlibatan ahli. Pasal 17 berisi tentang mencapai
kesepakatan. Pasal 18 berisi tentang tidak mencapai kesepakatan. Pasal 19 berisi
tentang keterpisahan mediasi dan litigasi. Bab IV tentang Tempat
32Ibid., h. 315-316.
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Penyelenggaraan Mediasi terdiri dari 1 Pasal. Pasal 20 dan 3 ayat menyangkut
tentang Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu  ruang Pengadilan Tingkat
Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator Hakim
tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan
mediasi disalah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
Jika para pihak memilih menyelenggarakan mediasi di tempat lain, pembiayaan
dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Bab V tentang
Perdamaian Ditingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali terdiri dari 2
Pasal yaitu Pasal 21 dan Pasal 22. Bab VI tentang Kesepakatan di Luar
Pengadilan terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 23 dan 3 ayat menyangkut Hakim
dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam
bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut: a) sesuai kehendak para pihak; b) tidak bertentangan
dengan hukum; c) tidak merugikan pihak ketiga; d) dapat diseleksi; e) dengan
iktikad baik. Bab VII  tentang Pedoman Pelaku Mediator dan Intensif terdiri dari
2 Pasal yaitu Pasal 24 dan 25 menyangkut bahwa tiap mediator dalam
menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman pelaku mediator. Bab VIII
Penutup terdiri dari 2 Pasal.
3. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi
Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk
mengeluarkan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan adalah sebagai implementasi Pasal 130 HIR/154 RBg adalah untuk
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mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun harapan Mahkmah
Agung tersebut tampaknya belum terealisasikan dengan sempurna dalam praktik,
sehubungan adanya permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor atau hal-
hal yang menjadi penghambat terjadinya mediasi, sehingga mediasi tersebut
belum terlalu efektif.
Menurut hasil penelitian penulis yang melibatkan unsur Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar. Ditemukan hal-hal yang dikategorikan sebagai faktor
menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
khususnya terhadap perkara perceraian. Faktor-faktor tersebut yang dapat
ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal)
dan dapat juga ditimbulkan dari faktor dari luar diri dan keinginan para pihak
(faktor eksternal).
1) Faktor yang berasal dalam diri pihak yang bersengketa (faktor internal)
Kurangnya pemahaman masyarakat terutama bagi pencari keadilan atas
nature mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal banyak masyarakat
yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai
mediator, tetapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi
tersebut. Pemahaman mengenai mediasi sangat penting, seharusnya proses
memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui
mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga
masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses
penyelesaian perkara melalui mediasi. Hal ideal yang seharusnya terjadi adalah
adanya tuntutan masyarakat pentingnya mediasi dalam proses penyelesaian
perkara harus lebih tinggi dan kemudian pengadilan memfasilitasinya, akan
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tetapi, saat ini masyarakat belum menunjukkan adanya kebutuhan mendesak
perlunya mediasi dan tidak paham arti dari mediasi.33
Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak yang
bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya
tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan.
Seorang yang mengajukan tuntutannya di pengadilan, berarti orang tersebut
berkeinginan agar tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan.
Mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-
dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan, sehingga kepada mereka
disarankan agar menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan
keseriusan dalam menjalani mediasi tersebut. Hal  ini dapat dilihat dari ketidak
seriusan para pihak untuk hadir inperson dalam proses mediasi. Terkadang para
pihak yang berperkara telah diberikan relaas34 panggilan oleh jurusita tetapi
tidak hadir pada saat pelaksanaan  mediasi.35
Tidak adanya niat para pihak untuk melakukan perdamaian di luar sidang,
adalah merupakan salah satu faktor penghambat mediasi. Kehadiran para pihak
dalam proses mediasi. Hal ini khususnya terlihat pada penggugat. Penggugat
biasanya tetap untuk mempertahankan gugatannya, sebaliknya tergugat masih
menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak maksimal.
33Sahidal, Hakim Mediator, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar, Jum’at, 26 Maret 2010.
34Relaas merupakan surat panggilan yang dibawakan oleh jurusita kepada pihak yang
berperkara seraca resmi dan patut.
35Sahidal, Hakim Mediator, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar, Jum’at, 26 Maret 2010.
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Serta kurangnya minat para pihak yang bersengketa untuk melakukan
perdamaian melalui proses mediasi.36
Tidak mudah mengubah pendirian seseorang terutama dalam hal untuk
mengakomodasi kepentingan orang lain, melakukan perdamaian berarti salah
satu atau kedua belah pihak harus rela melepaskan atau mengurangi hak-hak
tertentu untuk kepentingan orang lain, memasuki arena perdamaian menuntut
masing-masing pihak untuk berjiwa besar, menghilangkan egoistis dan
memandang pihak lain dalam posisi yang sama untuk memperoleh kepentingan
dari suatu obyek yang dipersengketakan. Ini merupakan hal yang sulit. Kecil
harapan mediator untuk menenbus kondisi para pihak yang sudah teguh dengan
suatu komitmen  untuk menempuh jalur litigasi yang dianggap para pihak
sebagai jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.
2) Faktor dari luar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal)
Mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran mediasi.
Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya
bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus
membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian perkara sehingga dapat
menghasilkan kesepakatan bersama. Seorang mediator harus mempunyai
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai
pilihan penyelesain masalah yang diperkarakan. Kemudian mediator harus juga
membantu para pihak untuk menganalisis perkara atau pilihan
penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan
36Ibid.
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kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga ditindak
lanjuti bersama pula.37
Seorang mediator harus menguasai materi yang diperkarakan, sehingga
dengan demikan dia bisa menguasai pokok permasalahan dengan baik. Agar
bisa menjadi mediator yang handal, dia harus benar-benar mempunyai
kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik, tidak bersifat memberi penilaian
tentang salah satu benarnya tuntutan salah satu pihak. Mediator harus mampu
menciptakan adanya kepercayaan kedua belah pihak demi terwujudnya nuansa
kekerabatan, sehingga kedua belah pihak seolah terpacu untuk
melakukan/memberikan sesuatu kepentingan orang (pihak) lain. Namun
mediasi yang lakukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar tidak ubahnya menghadapi suatu persidangan dengan segala
ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum yang formal.
Ketidak seriusan hakim dalam melaksanakan mediasi, dapat timbul karena
hakim tidak terbiasa bertindak  sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara
khususnya perkara yang terkait dengan perkara perceraian dan melahirkan
suatu putusan dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Akan
tetapi hakim terbiasa memeriksa suatu perkara dengan mengadili dan memutus
suatu perkara dengan mengadili suatu perkara untuk kepentingan salah satu
pihak berdasarkan bukti-bukti yang ada.38
Adanya asumsi masyarakat bahwa pengadilan merupakan suatu lembaga
pemutus, bukan perdamaian. Barhadapan dengan mediator dalam proses
37Hasnah Munggu, Hakim Mediator, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar, Jum’at, 26 Maret  2010.
38Ibid.
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mediasi tidak ubahnya seperti menghadapi seorang hakim dengan segala
budaya hukum yang melekat pada dirinya, bukan banyangan seorang juru
damai/mediator yang profesional dalam menyelesaikan perkara.39
Tantangan berikutnya adalah penyediaan fasilitas, ruang pertemuan yang
kurang memadai untuk proses mediasi. Sebab apabila tempatnya tidak
memadai justru akan menyulitkan para pihak. Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan mediasi berlangsung di
luar. Kalau mediasinya di pengadilan, apakah fasilitas pengadilan semestinya
memadai. Sebab kalau kondisi ruangan panas, ramai sulit mendapatkan privacy
dan keamanan. Itu malah membuat orang stress, mediasi jadi menegangkan.
Begitu masuk pengadilan, auranya sudah tidak enak. Jadi, tantangan ke depan
menurut saya adalah soal hukum, sumber daya manusia dan fasilitas.
Pada dasarnya mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tidak
terlalu terhambat dalam pelaksanaannya hanya saja lamanya waktu yang
dibutuhkan, sehingga di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar hanya
menggunakan waktu dua minggu dalam proses mediasi demi untuk menghemat
waktu.40
Berhasil atau tidaknya mediasi, bukan berarti harus kembali rukun jika
kasusnya masalah perceraian, tetapi setidaknya bisa teratasi dengan tidak lanjut
Banding dan Kasasi.41
39Sahidal, Hakim Mediator, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar, Jum’at, 26 Maret 2010.
40Khairil R, Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara penulis di ruang
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Jum’at, 26 Maret 2010.
41Mardawiayah Haking, Hakim Mediator, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar, Jum’at, 26 Maret 2010.
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Selain faktor penghambat tesebut adapula tantangan dalam melaksanakan
mediasi sebagaimana data yang diperoleh dalam penelitian ini.
a. Tantangan Pelaksanaan Mediasi
1) Kurangnya Pemahaman para pihak pencari keadilan tentang pentingnya
diadakan mediasi dan akibatnya apabila mediasi berhasil yang telah di
upayakan oleh mediator.42
2) Seorang mediator dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam
melaksanakan mediasi bagi dunia peradilan dan bagi pencari keadilan
karena keberhasilan suatu mediasi/perdamaian merupakan suatu putusan
yang adil.43
3) Banyaknya perkara yang tidak putus secara damai disebabkan pelayanan
peradilan kurang sungguh-sungguh dalam memaksimalkan usaha
mediasi/perdamaian.44
Adapun solusi yang diharapkan untuk mengatasi hambatan dan tantangan
pelaksanaan mediasi, tetap harus mengarah pada peraturan yang ada dengan cara
memberikan pemahaman kepada para pihak pencari keadilan tentang pentingnya
diadakan mediasi di pengadilan,45 agar supaya mediasi berhasil, maka seorang
mediator harus bersungguh-sungguh dalam menyeleggarakan mediasi,46 apabila
42Hasnah Munggu, Hakim Mediator, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar, Jum’at, 26 Maret  2010.
43M. Hatta, Hakim Mediator, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas
1A Makassar, Jum’at, 26 Maret  2010.
44Fatimah Adam, Wawancara penulis di ruang hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar,
Jum’at, 26 Maret  2010.
45Sahidal, Hakim Mediator, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar, Jum’at, 26 Maret 2010.
46Mustamin Dahlan, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar, Jum’at, 26 Maret 2010.
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salah satu pihak mempunyai kerakter yang keras maka hendaknya seorang
mediator mengadakan kaukus (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak
tanpa dihadiri oleh pihak lainnya), dan sesuai kebijakan yang dilakukan di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, verstekpun47 bisa dilakukan mediasi. Tapi
pada dasarnya  solusi yang dilakukan oleh mediator merupakan juga kesadaran
para pihak pencari keadilan untuk berdamai, mediator hanya sebagai motifator,
fasilitator dan administator.48 Kerena seorang mediator tidak berhak menentukan
putusan.
4. Efektivitas Pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar
Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih
cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada
para pihak dalam menemukan penyelesaian senketa yang memuaskan dan
memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di
pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah
penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi
lembaga non-pradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan
yang bersifat memutus (Ajudikatif).49
Berdasarkan penelitian penulis yang dilaksanakan pada bulan Maret-Mei
2010, maka penulis mendapatkan data sebagai berikut:
47Verstek merupakan putusan tanpa hadirnya tergugat.
48Mardawiayah Haking, Hakim Mediator, Wawancara penulis di ruang Hakim Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar, Jum’at, 26 Maret 2010.
49Muharyanto, “Artikel Hukum dan Sosial: Kepekaan Pemikiran dalam Hukum, Sosial
Politik, Sejarah dan Sosiologi Antropologi,” Efektivitas Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi
(10 Mei 2009), h. 1.
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Tabel 8
Pengetahuan responden tentang adanya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
prosedur Mediasi di Pengadilan
Kategori F %
Ya
Tidak
20
-
100 %
-
Jumlah 20 100 %
Sumber: Kuesioner No. 1
Memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 100 persen
responden megetahui tentang adanya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Tabel 9
Pengetahuan tentang isi Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Kategori F %
Ya
Tidak
10
10
50 %
50 %
Jumlah 20 100 %
Sumber: Kuesioner No. 2
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 50% responden mengetahui
tentang isi Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
dan 50 % responden tidak mengetahui tentang isi Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebabkan karena belum semua hakim
pernah ikut pendidikan mediator apalagi jurusita dan penitera.
Tabel 10
Latar belakang dikeluarkannya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan
Kategori F %
Untuk menghemat biaya perkara
Untuk memfungsikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan
Untuk  mengurangi penumpukan perkara
-
12
8
0
60 %
40 %
Jumlah 20 100 %
Sumber Kuesioner No. 3
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Tampak pada tabel di atas, bahwa 0% responden menjawab untuk
menghemat biaya perkara, 60% responden berpendapat latar belakang dikeluarnya
Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan karena
untuk menfungsikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. 40% responden
menjawab latar belakang dikeluarkannya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah untuk mengurangi penumpukan perkara.
Tabel 11
Lama waktu diterapkannya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Kategori F %
Lebih dari satu tahun
Kuarang dari satu tahun
Sejak tahun 2008
Setelah tahun 2008
10
2
6
2
50 %
10 %
30 %
10 %
Jumlah 20 100 %
Sumber: Kuesioner No. 4
Pertanyaan di atas merupakan salah satu pengukuran tentang lamanya
penerapan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
dengan melirik dari waktu.  Jadi dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebelum
adanya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
hakim sudah memberlakukan perdamaian pada saat persidangan sesuai dengan
Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Namun berdasarkan hal tersebut tabel di atas
menunjukkan bahwa 50% responden menjawab lebih dari satu tahun 10%
responden menjawab kurang dari satu tahun 30% responden menjawab sejak
tahun 2008 dan 10% responden menjawab setelah tahun 2008.
Jadi tabel tersebut menginformasikan kepada kita bahwa pengaruh Perma
terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan sebenarnya cukup efektif.
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Tabel 12
Pelaksanaan mediasi di pengadilan terhadap perkara perceraian
Kategori F %
Efektif
Cukup efektif
Kurang efektif
11
7
2
55 %
35 %
10 %
Jumlah 20 100 %
Sumber: Kuesioner No. 5
Pengukuran selanjutnya dengan melihat pelaksanaan mediasi terhadap
perkara perceraian di pengadilan, pada dasarnya semua perkara perceraian baik itu
cerai talak maupun cerai gugat diupayakan mediasi oleh hakim mediator maka
dari tabel di atas terdapat tiga kategori, yang menjawab efektif 35% cukup efektif
55% dan kurang efektif 10% . Jadi tabel tersebut menginformasikan kepada kita
bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan terhadap perkara perceraian
cukup efektif. Sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Perma untuk memfungsikan
asas sederhana cepat dan biaya ringan dan untuk mengurangi penumpukan biaya
perkara.
Tabel 13
Perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar
Kategori F %
Cerai talak
Cerai gugat
5
15
25 %
75 %
Jumlah 20 100 %
Sumber: Kuesioner No. 6
Dilihat dari perbandingan cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di
pengadilan terlihat dari table bahwa 25 % responden menjawab cerai talak, dan
75 % menjawab cerai gugat. Maka ini menandakan bahwa perceraian yang terjadi
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di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar lebih banyak cerai gugat dibandingkan
dengan cerai talak.
Tabel 14
Faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar
Kategori F %
Faktor moral
Meninggalkan kewajiban
Menyakiti jasmani
Terus menerus berselisih
Cacat biologis
4
7
3
6
-
20 %
35 %
15 %
30 %
-
Jumlah 20 100 %
Sumber: Kuesioner No.7
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 20% responden menjawab
bahwa penyebab perceraian adalah faktor moral, 35% respondon menjawab faktor
penyebab meninggalkan kewajiban, 15% responden menjawab faktor penyebab
menyakiti jasmani dan 30% responden menjawab faktor terus menerus beselisih.
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan orang yang bercerai di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar disebabkan faktor meninggalkan hak dan
kewajiban suami istri.
Tabel 15
Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang
Mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Kategori F %
Pemilihan mediator
Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan mediasi
Kurangnya pemahaman para pihak terhadap Perma
-
3
17
0
15 %
85 %
Jumlah 20 100 %
Sumber: Kuesioner No. 8
Pernyataan ini merupakan pernyataan pengantar yang dimaksudkan untuk
mengetahui dan mengukur faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perma RI No.
129
01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 15% responden menjawab
karena faktor lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan mediasi  dan
85% responden menjawab karena faktor kurangnya pemahaman para pihak
terhadap Perma.
Tabel 16
Tantangan pelaksanaan Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Kategori F %
Mediator kurang sungguh-sungguh dalam mendamaikan
Para pihak tidak sungguh-sungguh ingin berdamai
Kurangnya pemahaman para pihak tentang Perma
-
8
12
0
40 %
60 %
Jumlah 20 100 %
Sumber: Kuesioner No. 9
Pernyataan berikutnya bahwa tantangan pelaksanaan Perma No. 01 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dapat
diketahui dengan melihat tabel di atas 40% responden menjawab karena para
pihak tidak sungguh-sungguh ingin berdamai dan selebihnya 60% persen
responden menjawab bahwa kurangnya pemahaman para pihak tentang Perma.
Tabel 17
Solusi yang mesti dilakukan dalam mengatasi hambatan dan tantangan
pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Kategori F %
Memberikan pemahaman para pihak tentang pentingnya mediasi
Mediator harus bersungguh-sungguh mendamaikan para pihak
Malakukan Kaukus (pertemuan terpisah kepada salah satu pihak)
14
2
4
70%
10%
20%
Jumlah 20 100%
Sumber: Kuesioner No. 10
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Berdasarkan tabel di atas bahwa solusi yang mesti dilakukan dalam
mengatasi hambatan dan tantangan pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar ialah 70%
responden menjawab memberikan pemahaman para pihak tentang pentingnya
mediasi, 10% menjawab mediator harus sungguh-sungguh mendamaikan para
pihak dan 20% responden menjawab melakukan kaukus (pertemuan terpisah
kepada salah satu pihak).
B. Pembahasan
Dengan ditetapkannya Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Sekarang pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga
berkewajiban mengupayakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara.
Pengadilan yang selama ini berkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan
keadilan, tetapi sekarang pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga
yang mencarikan solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.
Sehubungan dengan hasil observasi, wawancara, kuesioner dan
dokumentasi dalam penelitian ini, maka untuk mengerti secara komprehensif
mengenai mediasi, perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi yaitu:
1. Aspek urgensi / motivasi
Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang
berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses
pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi
masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah
mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-
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pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat
sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu
yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa
menjadi cair apabila ada yang mempertemukan.50 Maka mediasi merupakan
sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi
oleh mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-
pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara
mereka.
Sesuai dengan isi Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan bahwa perkara yang dapat dimediasi adalah perkara perdata yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
2. Aspek prinsip
Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Perma RI No. 01
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap
hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara
melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut Perma ini
merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg. yang
mengakibatkan putusan batal demi hukum.51 Artinya, semua perkara yang masuk
ke pengadilan tingkat pertama tidak musti melewatkan acara mediasi. Karena
apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal. Maka setiap kasus perceraian dan
kasus lain yang menjadi kewenangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
selalu di upayakan mediasi dan pemilihan mediator oleh para pihak.  Kalaupun
50Siddiki, “Mediasi Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,”
www.badilag.net (Senin, 01 Februari 2010).
51Ibid.
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dalam dua hari para pihak belum sepakat dalam memilih mediator maka majelis
hakim yang berhak menentukan mediatornya.
3. Aspek substansi
Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui
untuk setiap perkara yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses
yang harus dijalani secara sunggguh-sungguh untuk mencapai perdamaian.
Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum
perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat
legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus
dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah
merupakan upaya pihak-pihak yang perperkara untuk berdamai demi kepentingan
pihak-pihak itu sendiri.52 Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan
kepentingan mediator. Maka dengan demikiaan segala biaya yang timbul karena
proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.
4. Para pihak dalam perkara
Kaitannya dalam proses mediasi sangat penting bahwa pihak yang
memiliki persoalan hadir dan berpartisipasi aktif dalam mediasi. Seperti halnya
para pihak yang ingin bercerai maka semestinya mereka hadir pada tahap mediasi.
Maka disinilah fungsi mediator sebagai motivator, fasiliator, administator dan
penasehat yang profesional yang dapat membantu pencapaian penyelesaian
perselisihan.
52Ibid.
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5. Manfaat dan keuntungan mediasi
Penyelesaian perkara melalui mediasi, para pihak biasanya mampu
mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat
dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian
yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu
mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perelisihan.53 Dibandingkan lanjut
di sidangkan perkaranya oleh majelis hakim bahkan banding maupun kasasi jika
masih ada para pihak yang tidak puas dengan putusan yang tetapkan oleh majelis
hakim.
Adapun beberapa keuntungan mediasi dalam penyelesaian perkara sebagai
berikut:
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan biaya
relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke dalam sidang
pengadilan.
b. Mediasi akan menfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata
dan pada kebutuhan emosi dan psikologis mereka, jadi bukan saja pada hak-
hak hukumnya.
c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
d. Mediasi memberi para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan
hasilnya.
53Lihat Gatot Soemartno, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2006), h. 139.
134
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui consensus.
f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan
saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berperkara karena
mereka sendiri yang memutuskannya.
g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu
mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim
di pengadilan.54
Maka kaitanya dengan keuntungan mediasi, masing-masing pihak harus
bertanya pada diri sendiri apakah hasil yang dicapai oleh mediasi, meskipun
mengecewakan atau lebih buruk dari pada yang diharapkan, adalah suatu hasil
yang baik. Pernyataan bahwa penyelesain perkara dengan win-win pada umumnya
datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tapi dari kenyataan bahwa  hasil
penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan
di belakang mereka.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipahami
bahwa  efektivitas pelaksanaan Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar berjalan cukup efektif dalam
tahap pelaksanaanya sesuai dengan latar belakang dikeluarkannya Perma tersebut
oleh Mahkamah Agung untuk memfungsikan asas sederhana cepat dan biaya
ringan serta mengurangi penumpukan perkara, minimal tidak lanjut ke tingkat
banding dan ke tingkat kasasi. Namun dalam mendamaikan para pihak yang
terlibat dalam perkara perceraian belum berjalan efektif karena masih banyak
54Lihat Ibid., h. 139-140.
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pihak yang ingin bercerai tidak berhasil didamaikan oleh mediator, sebab perkara
perceraian merupakan masalah hati yang sensitif dan para pihak terkadang tetap
pada pendiriannya yang tidak ingin berdamai.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
mengemukakan bahwa perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah
semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama baik
Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh
mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan
Niaga dan Pegadilan Hubungan Industrial.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama bagi pencari keadilan atas
nature mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal banyak masyarakat
yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai
mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses
mediasi tersebut. Maka pemahaman mengenai mediasi sangat penting.
Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat
penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih
dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman
dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui
mediasi. Hal ideal yang seharusnya terjadi adalah adanya tuntutan
masyarakat tentang pentingnya mediasi dalam proses penyelesaian perkara
harus lebih tinggi dan kemudian pengadilan memfasilitasinya. Faktor yang
menjadi penghambat keberhasilan mediasi juga disebabkan oleh hal-hal
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yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga
ditimbulkan dari faktor dari luar diri dan keinginan para pihak (faktor
eksternal).
3. Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
mengenai perkara perceraian, berjalan cukup efektif dalam pelaksanaannya
sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Perma untuk memfungsikan asas
sederhana cepat dan biaya ringan dan untuk mengurangi penumpukan
perkara yang ada di pengadilan. Namun dalam mendamaikan para pihak
yang terlibat dalam perkara perceraian belum berjalan efektif karena masih
banyak pihak yang ingin bercerai tidak berhasil didamaikan oleh mediator.
Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi merupakan salah satu
proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat
memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam
menemukan penyelesaian perkara yang memuaskan dan memenuhi rasa
keadilan, penegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan
dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan
perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi
lembaga non-peradilan untuk penyelesaian perkara.
B. Implikasi Penelitian
Dari hasil penelitian yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan Perma RI
No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan
pengembangan dari peraturan terhadap Perma No. 02 Tahun 2003 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada bagian akhir penulis mengemukakan
beberapa rekomendasi atau implikasi penelitian sebagai berikut:
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1. Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
merupakan suatu cara efektif dalam mengurangi penumpukan perkara
sehingga semestinya dimaksimalkan oleh mediator demi untuk
mewujudkan pengelolaan lembaga mediasi yang profesional dan
akuntabel.
2. Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sebagai salah satu lembaga mediasi
yang beperan dan harus bertanggung jawab dalam mengefektifkan
pelaksanaan mediasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dan
Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai lembaga tingkat banding
mestinya terus berusaha memerdayakan lembaga mediasi sesuai dengan
peraturan yang ada di Pengadilan.
3. Sebaiknya semua hakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar difasilitasi ikut dalam pendidikan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung supaya dapat menjadi profesional sesuai dengan tugas
yang diembangnya.
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